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ABSTRAK

Pencemaran laut adalah suatu keadaan dalam suatu zat dan
atau energi di introduksilan ke dalam lingkungan laut oleh ke-
glatan manusia atau oleh proses alam itu sendiri dalam konsen =
trasi sedemikian rupa hingga menyebabkan terjadinya perubahan
dalam keadaan termaksud yang wengakibatkan lingkungan laut itu
tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahtc-
raan dan kesélamat&n hayati. Akibat darl pencemaran laut senan-
tiasa mengancam kelestarian lingkungan laut dari waktu ke walktu
begitupun ekosistem dari lingkungan laut ikut pula terganggu ke~
lestariannya.

Pencemaran laut yang paling berbahaya adalah pencemaran
yang diakibatkan oleh minyak., Bahaya pencemaran laut oleh minyak
setiap waktu dapat menimpa setiap pantal. Di mana wilayah Indo=- .
nesia yang sangat strategi dan sering dilalui oleh kapal-kapal

tanker milik negara asing maupun milik pemerintah Tndonesi sen-

- diri. Pada bulan Januari tahun 1975, kapal tanker "Showa-maru'

kandas di Selat Malaka/Singapura dan menyebabkan pencemaran per-
airan Tndonesia di Selat tersebut, kita tersentak dan sadar
bahwa juga di halaman rumah kita orang lain dapat mencemarkannya,
Agaknya peristiwa Showa-Maru ini telah banyak menyadarkan
kita bahwa pada waktu itu kita belum silap menghadapl kejadian
demikian. Kekurangan-kekurangan tersebut bukan hanya dalam pj

dang teknis penanggulangan saja tetapi dalam monitoring dan -
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penilaian akibatnya landasan hukumnya dan kelembagaan penyele -

salaanya,

Untuk menanggulangli masalah pencemaran laut oleh minyak
telah dilakukan berbagai usaha baik secara Nasional maupun se -
cara Internasional.

Secara Nasional, dalam menanggulangl masalah pencemaran
laut oleh minyak telah diadakan beberapa seminar ilmiah, baik
dalam bidang yuridis waupun teknisnya, kemudian menghasilkan pe-
rumusan yang sebagian telah diwujudkan oleh pemerintah.

Secara Internasional, telah dilakukan berbagai konvensi
Yang diikuti oleh negara-negara ataupun telah diadakan perjan-
Jian yang bersifat multilateral, misalnya : United Nation Con=-
vention on the law of the sea, 1982 ( UNCLOS - IIT ).

Dengan difahaminya lingkup serta perincian dari kerusakan
yang dapat terjadi dalam suatu tumpahan minyak di lingkungan
laut maka upaya selanjutnya adalah untuk dapat menentukan ge-
berapa besar. kerugian yang diderita oleh negara pantai. sis-
tem penentuan besarnya kerugian yang dapat dituntutkan ini akan
berupa :

1). Sistem gantirugi mutlak ( Strict Liability ) yang akan be -
rarti bahwa kewajiban gantirugi terjadi secara mutlak pada
saat terjadinya peristiwa tumpahan minyak, lepas ada atau
tidaknya kesalashan baik dari pelaku peristiwa tumpahan, pi-
hak ketiga maupun pemilik minyak itu.

2). Sistem gantirugi penuh ( Absolut 1liability ' yang mengguna-
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kan pola dasar perbuatan melanggar hukum yang meinmbulkan ke-
rugian pada pihak lain. Sistem ini mendasarkan adanya petang =
gungjawaban berdasarkan pada kesalahan ( Liability Based on
fault ) berarti terjadinya kecelakaan kapal yang mengakibafkan
tumpalan minyak tidak mutlak mengakibatkan timbulnya memberi
gantirugi, Kalau tidak bisa dibuktikan adanya kesalahan maka
tidak terjadi pertanggungjawaban, sedangkan mengenal batas jum-
lah gantirugi serta jenis dan perincian dari kerugian yang da-
pat dituntutkan adalah tergantung kepada pembuktian dan keadaan

dapat mencapal jumlah gantirugi yang penuh.
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PENDAHUT.UAN

1,1, Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu dari 130 Negara berpantal
di dunia yang sebagian besar ( hampir dua pertiga ) dari wi -
layahnya berupa laut.

Letak Indonesla secara geografis sangat strategis yaitu
terbelah tepat di tengah-tengah silang lautan yaitu samudera

pasifik dan samudera Tndonesia ( Hindia ) serta terletak pula

diantara dua benua yakni benua Asia dan Australia. Sebagai kon-
sekwensi darl letaknya yang sangat strategis itu maka perairan

Indonesia sangat ramal dilalui oleh kapal-kapal asing baik kapal

dagang, kapal pengangkut, kapal perang maupun kapal tanker se-
hingga perairan Indonesia sangat penting sekali artinya bagi

-

lalu-lintas laut Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya .
Sesual dengan letaknya yang sangat strategis bagi lalu
lintas laut, maka menjadi suatu kewajiban bagli kapal asing khu-
susnya kapal tanker untuk taat pada peraturan pelayaran - lalu
lintas laut jika hendak melintasi perairan Indonesia tersebut,
Kerugian yang disebabkan oleh kandasnya kapal atau ke=-
celakaan kapal, tentunya kapal-kapal tanker ( kapal pengangkut
minyak ) sudah terasa sekali bagi negara pantal khususnya negara

Indonesia sendiri.




Wilayah Indonesia yang sangat sering dilalui oleh kapal-
kapal tanker baik negara asing meupun milik pemerintah adalah
Selat Malaka, karena Selat tersebut merupakan jalur pengangkut=
an yang sangat penting dan ramai dilalui oleh kapal=~kapal
minyak negara-negara Timur-tengah menuju Jepang. l) Apabila
kapal-kapal tanker tersebut mengalami musibah di Selat Malaka
maka akan terasa sekali akibatnya bagi Indonesia, disamping
Malaysia dan Singapura. 2) Indonesia . _ pernah mengalami
kerugian akibat terjadinya pencemaran oleh minyak, 5) yaitu
peristiwa tenggelamnya kapal Syowa-maru. 4) Setelah terjadinya
peristiwa tersebut Indonesia perlu menyadari betapa pentingnya
diadakan suatu pengaturan yang lebih intensif mengenai pelaya-
ran lalu-lintas laut,

Banyak masalah yang timbul apabila pantail tersebut ter -
cemar misalnya saja para nelayan mengalaml resiko terlalu besar
dengan berlayar ke tengah laut untuk mendapatkan hasil yang
baik. Tentu saja hal ini dikarenakan perairan dekat = pantail
sudah dicemari oleh minyak, sehingga jumlah ikan menjadi ber -

kurang di wilayah tersebut. 5)

1). Moctar Kusumaatmadja, Konvensi-konvensi TMCO dan Pelayaran
nasional, prasaran yang disampaikan pada seminar pelayaran

2)+ Kirdi Dipoyudu, Persoalan Selat Malaka, Lit.bang Deplu. =
Oktober 1976, hal. 2-3.

3)e Didalam skripsi ini digunakan istilah "Pencemaran sebagal-
terjemahan dari Pollution.

4). Komar Kantaatmadja, Beberapa masalah sekitar ganti rugi -

© polusi minyak di laut, Paaﬁaajaran, Ji1id VITI, April 1977

hal. lgo

5)« Wahyudi Wisaksono, Legal Adpects 0f Pollution Nf The Marine
Enviroment by 0il in Indonesl, Scientific Contribution, -
Lemigas, No. 1, Tahun 1978, hal. 12,




kapal 1itu terjadi melalui tiga cara yaitu:

l).

2).

3)e

dan

l)o

2).
3).

Lazimnya pencemaran laut oleh minyak yang berasal dari
)
Tumpahan minyak dari kapal sebagal pembuangan sisa minyak,
Suatu hal yang wajar dalam operasi kapal dan dilakukan
oleh beribu-ribu kapal di atas laut.
Tumpahan minyak sebagal akibat kecclakaan kapal baik kare-
na tabrakan maupun karena kandas.
Peristiwa lain yang dapat menimbulkan bencana pencemaran
laut oleh minyak pada perairan sekitar pelabuhan yaitu be-
rasal darl pemompaan air pemberat kapal, perembesan dan ke
bocoran. Terutama kecorobohan para pekerja pada saat peng-
isihanbahan bakar kapal sehiugga minyak itu tumpah dan
masuk ke dalam laut.

Pencemaran laut oleh minyak dapat menimbulkan kerusakan
kerugian yaitu : ?)
Kerusakan pada pantai, termasuk pada gangguan pada tempat
rekreasl di pantal yang bisa mempunyai pengaruh terhadap
touris.
Kematian burung-burung laut dan binatang la;nnya.
Pengaruh yang buruk kepada ikan dan organisme laut yang
menjadi makanan ikan.

Bahaya pencemaran laut oleh minyak setiap saat dapat

6).

?).

St. Munadjat Danusaputro, Hukum Pencemaran dan merintis
pola pembangunan nukum pencemaran Nusantara ( seri hukum
dan lingkungan hidup ) Bab IV, Th. 1978, hal. 99.

Wahyudi Wisaksono, Pencemaran daerah pantai Indonesia, per
masalahan, pcnanggulangan dan pengaturannya, lLembaran
Publikasi Lemigas, Th. 1976, hal. 9.




menimpa setiap pantai, sekalipun tempat terjadinya kecelakaan
kapal tanker itu jauh letaknya dari pantal, akan tetapi karena
adanya angin dan arus laut, minyak yang berasal dari kapal
Yang mengalami bencana itu dapat terbawa dari tempat terjadi -
nya kecelakaan.

Perikanan dan kekayaan hayati lainnya, seperti Moluska
Crustacae, Rumput laut,plankton serta larvae, akan mengalami
gangguan karena adanya pencemaran minyak yang terdapat di atas
laut ataupun di atas permukaan laut. Disamping itu juga ka -
rena digunakan bahan kimia ( terutama detergent ) untuk mele =
nyapkan minyak dari permukaan laut yang akan bercampur dengan
alr laut tersebut, sehingga akan merusak kekayaan hayati laut
%)

Kerusakan biologis di dalam air dikarenakan slnar mata-

sepertl yang telah disebutkan di atas.

harl yang menembus ke dalam air laut menjadi berkurang sebab
terhalang oleh minyak yang tergenang di permukaan laut. Akibat
yang lebih jauh ditimbulkan minyak yang tergenang di permukaan
laut adalah keracunan pada zoo plankton yang hidup dipermukaan
laut akan berkurang dan ini mengakibatkan perkembangan dan pro-
duksil ikan laut akan berkurang pula.

Untuk menanggulangl masalah pencemaran laut oleh minyak
tersebut telah dilakukan berbagai usaha baik secara Nasional

maupun Internasional.

8). Ved. P. Nanda, The Torrey Canyon Disastersome l.egal Aspects
Denver Law Journal, Vol. NoO«.44, Tahun 1967
hal. 402.




Secara Nasional, dalam menanggulangl masalah pencemaran
laut oleh minyak ini telah diadakan beberapa seminar ilmiah
baik dalam bidang thukum atau. yuridis maupun teknisnya dan
menghasilkan perumusan yang sebagiau'telah diwujudkan oleh pe-
merintah misalnya dengan penetapan suatu skema pemisahan lalu
lintas di Selat Malaka ( traffic separation scheme ). Untuk
menanggulangi laut secara teknis, akan ditetapkan suatu
undang-undang lingkungan hidup, bagi penanggulangan pencemaran

laut secara yuridis. 9) Saat ini yang ada hanya beberapa pera-

turan per-undang-undangan scktoral yang mengatur masalah pence-
maran laut oleh minyak aklbat kecelakaan kapal ataupun akibat
kandasnya kapal, yang pengaturan secara konkrit dengan - di -
sertal sanksi-sanksinya.

Yang terpenting dilakukan negara-negara pantai yang se =~
ringkali dirugikan oleh pencemaran minyak adalah menangani
masalah kewenangan negara pantai untuk dapat mengambil langkah
langkah perlindungan lautnya dan masalah si~spakah subyek yang
bertanggungjawab terhadap kerugian yang terjadi.

. Secara pengaturan Tnternasional, pencemaran laut oleh
minyak apabila dilihat daril aspek hukumnya telah memadai. Ini
disebabkan karena telah cukup banyak konvensi-konvensi Inter -
nasional yang mengatur masalah ini yang dicetuskan oleh PBB
dan TMCO, suatu badan khusus PBB yang mengurus bidang maritim

dan didirikan di Jenewa tahun 1959. 10)

9). Hasjim Djalal, Masalah Selat Malaka/Singapura,Jakarta
tahun 1972, hal.

10) John Colombus, International Law Of The sea, London, tahun
1970, hal. 374.




Apabila pencemaran oleh minyak tcrsebut ditinjau secara
luas dan menyeluruh, maka konvensi-konvensi TInternasional yang
telah diratifikasi dan diikuti oleh negara-negara pantai yang
sering dirugikan oleh pencemuran minyak tersebut sudah cukup
banyak.

Dengan demikian, maka setiap negara pantai yang telah
meratifikasi konvensi-konvensi Internasional tersebut dapat
terlindung wilayah lainnya dari akibat pencemaran laut oleh
minyak dan memperendah proses dalam penuntutan ganti rugl ter-
hadap pemilik kapal tanker yang menjadi penyebab kerusakan

lingkungan laut tersebut.

1.2 Batasan Masalah:

Masalah-masalali yang akan kami bahas di dalam skripsi
ini ialah -
l. Sejauhmana pengaturan mengenai Kompensasi akibat pencemaran
laut oleh minyak menurut Hukum Internasional.
2. Sejauhmana Negara-negara mengaplikasikan pengaturan Kompen=
sasl menurut hukum Internasional.
5. Sampai berapajauh peristiwa kecelakaan tumpahan minyak
di laut dapat dimintakan tanggungjawab kepada pelakunya.
1.3 .Metode Penelitian:

Dalam rangka penulisan skripsi ini, maka penulis akan
mempergunakan metode, ygkni sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan ( Library Resarch ) yaitu suatu -




cara pengumpulan data misalnya : kérya—karya ilmiah, majalah

majalah dan lain-lain yang erat nubungannya dengan skripsi.

2. Penelitian lapangan : yaitu penelitian : .yang o dila-
kukan di lapangan dalam bentuk wawancara dengan para res =
ponden sesuai dengan bidang masing-masing yang relevan de =

‘ngan skripsi ini.

l.4. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai skripe

81 ini maka diuraikan dalam bab-bab yang sistematika pembaha -

san sebagal berikut :

Bab 1. Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan tentang la =
tar belakang masalah, batasan masalah, metode peneli-
tian dan sistematika pembahasan.

Bab 2. Pengertian sumber-sumber pencemaran lingkungan laut
dan upaya penanggulangannya. Pada bab ini akan diura-
ikan pengertian mengenai pencemaran lingkungan laut,
Sumber-sumber pencemaran lingkungan laut, dan upaya
peanggulangan pencemaran lingkungan laut.

Bab 3. Masalah pencemaran akibat tumpahan minyak di laut dan
dasar hukum penanggulangannya. Pada bab ini akan di -
Jelaskan mengenail beberapa kasus tumpahan minyak, ke-
ruglian-kerugian akibat tumpahan minyak, dan pencega -
han/penanggulangan tumpahan minyak { Dasar hukumnya),

Bab 4. Pengaturan masalah Kompensasi. Pada bab ini akan -




dijelackan mengenai aturan hukum Nasion:1l dan aturan hukum In-

ternasional.

Bab 5. Penutup. Pada bab ini penulis akan menguraikan atau me
narik suatu kesimpulan dari seluruh apa yang telah di-
bahas dalam skripsi ini dan juga penulis akan memberi-
kan saran-saran menyangkut pencemaran yang diakibat =

kan oleh minyak .




BAB 2
PENGERTTIAN, SUMBER-SUMBER PENCEMARAN
LINGKUNGAN LAUT DAN UPAYA-UPAYA

PENANGGULANGANNYA

Zsle Pengertian Péncemaran Lingkungan ILaut

Memberikan suatu pengertian tentang pencemaran lingkungan
laut yang diakibatkan oleh minyak, maka yang paling penting
adalah mengemukalan beberapa definisi dari beberapa konvensi
konvensi Internasional maupun pendapat dari pakar hukum laut Tn-
ternasional,

Sebagai definisi yang pertama, seperti apa yang dikemuké-
kan Tr. Otto Soemarwoto, bahwa Yang dimaksud dengan pencemaran
adalah sebagai berikut : 1l)

"Pencemaran ialah adanya suatu organisme atau unsur

lain dalam sumber-daya, misalnya air atau udara
dalam kadar yang mengganggu peruntukan sumber-daya
itu",

Definisi lain dari pencemaran sebagal terjemahan dari is -
tilah "Water Pollution" yang dapat dikemukakan dalam Encyclo -
pedia Americana, 12) yaitu pengurangan kualitas alr dalam peng -
gunaan air oleh manusia, yang diakibatkan penyalagunaan atau
mismanagement dari sumber-sumber air dalam aktifitas penggunaan
ailr tersebut oleh manusia.

11). B P H N, Seminar segi-segi hukum dari pengelolaan lingku -
ngan hidup, Binacipta, Bandung, 1976, hal. 82.

12). Verne H. Scott, Water Pollution, Encyclopedia Americana
Volume 28, tahun 1972, hal, 441,
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Penyebab kerusakan air tersebut . dapat pula bersipat
kimiawi fisik atau unsur-unsur biclogis yang merusak kondisi
alamiah dari air.

Terdapat pula definisi yang ditetapkan oleh sldang para
menteri 0.E.C.D. seperti termuat dalam "Pitle Of The Annex To
The Recomendation On Principle Concerning Trans-Frontier Pollu-
tion ( Adapted At The Conclution Of The Firgt Meeting At Minig-
tarial Level Of The Enviroment Commite Of The 0.E.C.D. Novem =-
ber 13/14 1974 ) yang berbunyi sebagai berikut

"Pollution Is The Introduction By Man, Directly Or

Indirectly, Of Subtances Energy Tnto The Environ-

ment Resulting Tn Deleterious Effects 0Of Such A

Nature As To Fndanger Human Health, Tarm ILiving re

curces And Ecosistem And Impair Or Interpere With

Amenites &Bd Other Legitimate Uses Of The Fnviron-

MBAL 400 wia™ ) _

Prof. “octar Kusumaatmadja menyebutkan pencemaran laut se=
bagai perubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dima -
sukkannya oleh manusia secara langsung ataupun tidak langsung
bahan atau energi ke dalam lingkungan laut yang menghasilkan
akibat yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian ter -
hadap kekayaan hayati, bahkan terhadap kesehatan manusia, gang-
guan terhadap kegilatan di laut termasul perikanan dan lain=lain
benggunaan laut yang wajar, pemburukan dari kualitas air laut

dan terganggunya tempat-tempat pemukiman dan rekreasi. l1‘*)

Darl susunan kata-kata dan isinya, nampaklah bahwa
IBYs BTs Munadjat D. Hukum Pencemaran Dan merintis Pola Pemba -

ngunan Hukum Penceéemaran Nusallbara ( Serl Hukum Tingkungan
Hiaup Y, Bab TV, Tahun I§75,haI. 99

14). St. Munadjat Danusaputro, Op.Cit. hal. 112.
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sesungguhnya sangat sukar dapat memperoleh suatu definisi yang
memuaskan semua fihak. Namun demikian rumusan-rumusan tersebut
di ‘atas mempunyai beberapa persamaan dan sudah dijadikan pegang-
an dalam meninjau dan membahas masalah bencemaran laut, khu =
susnya dalam memberikan gambaran isi dan ruang lingkup masalah
bencemaran laut, yang perlu diatur dalam hukum dan dalam pokok=-
nya berkisar pada pengertian sebagai berikut
1l). Peugertian tentang lingkungan laut ( Tempat dan lokasi )
2). Pengertian tentang waktu diIntroduksikannya zat pencemaran
ke dalam lingkungan.
3). Pengertian tentang Jumlah dan mutu zat pencemaran yang di -
timbulkannya.
4). Pengertian tentang akibat pencemaran ( Kerugian atau ke -
rusakan j. |
5). Pengertian tentang pelaku pencemaran ( Tanggungjawab ),
Sehubungan dengan definisi di atas, dapat pula dikemukakan
suatu definisi mengenal pencemaran lingkungan Yang terdapat
pada pasal : 1 ayat q rancangan Undang-undang Republik Tndone =
sla tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan
hidup yang berbunyi sebagai berikut : 19)
"Pencemaran Lingkungan Adalah masuk atau dimasukkan
nya zat Laln, Energi dan/atau Unsur lain Ke dalam
suatu Lingkungan oleh kegiatan manusia/kelompok ma -
nusia, Badan Hukum atau oleh proses alam sampail
tingkat kadar tertentu yang menyebabkan terjadinya
kerusakan, penurunan mutu lingkungan yang bersang-

kutan hingga lingkungan termaksud tidak berfungsi
seperti semula"

15). Rancangan Undang-Undang Tentang Ketentuan-ketentuan pokok-
pokok lingkungan hidup.
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Definisi tersebut di atas merupakan rencana pemerintah se-

kaligus menjadi Rancangan Undang-undang untuk masa yang yang
akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia
senantiasa mengikuti perkembangan penanggulangan pencemaran

lingkungan laut, dengan memasukkan pokok-pokok pengertian ke=
tentuan Internasional tersebut di atas ke dalam perundang-undang-
an Nasional kita,

Upaya pemerintah merupakan langkah yang lebih maju dalam
rencana Nasional untuk penanggulangan pencemaran laut sebagai
laporan hasil seminar Nasional pengembangan lingkungan lingkungan
hidup yang diselenggarakan dari tanggal 5 sampal dengan Juni
tahun 1976, di Jakarta. Di dalam definisi tersebut tidak ditemu-
kan istilah pencemaran laut, yang ada hanyalah definisi dari is-
tilah : Minyak adalah bahan bakar pencemar yang berbshaya, pe-
numpahan dan sebagainya. 16) Umpamanya minyak adalah minyak tiap
Jenis atau bentuk termasuk minyak tanah, minyal bakar, minyak
buangan, minyak bumi dan minyak bercampur kotoran.

Bahan penccmaran yang sangat berbahaya adalah : Elemen
atau campuran didampingi minyak yang bila dilepaskan dalam kua-
litas apapun dalam wilayah perairan laut Indonesia, dapat me -
rupakan suatu bahaya bagil kesehatan dan kesejahteraan umum, Pe=-
numpahan kecil adalah suatu pelepasan minyak yang kurang dari 5
meter kubik di perairan pelayaran ataupun suatu pelepasan bahan

dalam kualitas yang merupakan bahaya bagi kesehatan.

16). Laporan hasil seminar Nasional pengembangan lingkungan
hidup, Jakarta, tahun 1976, hal, 11.




adinya perubahan dalam ke -
ngakibatkan lingkungan laut
erti semula dalam arti kfa‘
ian keselamatan hayati. )

entang lingkungan laut sebagai

1dl, banyak sarjana dan ahli menun-

sebagal bagian dari alam mempu

n kemball dirinya sejauh zat pen-

. Dalam pada itu perlu juga diper-

ang demikian itu ternyata terbatas

etapkannya ternyata sangat sukar

:maran itu selamanya tidak sem =
itu tergantung juga kepada effek
0logi yang ditimbulkan terhadap
us mengenal effek biologis, ter-
netapkan, karena penelitiannya

ibu-ribu kehidupan organisme

tas, nampak sekali bahwa -faktor
ingsl yang sangat penting selagi
~akibat pencemaran yang oleh
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r kecilnya denda serta ganti

national Pollution lLaw, 1974.
Lemhanas, Th., 1973, hal. 7.
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Mengenal soal waktu, rasanya sudah jelas betapa penting -
nya faktor tersebut. Pertama faktor waktu diperlukan untuk
menentukan saat permulaan pencemaran yang diperlukan untuk mene-
tapkan saat mulainya tanggungjawab, disamping itu Jjuga sebagail
saat mulainya perhitungan ganti rugi tersebut itu dihitung.

Dalam pada itu, perlu diperhatikan bahwa faktor waktu itu
Juga mempunyal daya mcringankan tanggungjawab, karena dapat me-
nunjukkan jenis musim yang sedang berlangsung, yang ada hubung-
annya dengan arah angin serta kadar panas matahari. Ketentuan
ketentuan tersebut sangat berpengaruh terhadap kemampuan laut
dalam memulihkan kembali dirinya, begitu pula tentang pengaruh
alam terhadap proses degradasi zat pencemar, yang perlu menda =
pat perhatian penuh dari hukum. 20)

Pengaturan mengenai jumlah dam - mutu - -pada zat pence -
maran mempunyal daya penentu yang fundamental karena dari luar
dua faktor tersebut dapat ditentukan derajat dan intensitas
pencemaran, Padanya dapat kemudian diketahui akibat-akibat
pencemaran, yang menjelaskan derajat kerusakan atau derajat
kontaminasi yang tertinggal. Kedua hal tersebut merupakan dasar
ataupun landasan untuk menetapkan tanggungjawab berikut denda

dan gantl rugil yang harus dibayar oleh sipelaku pencemaran. 2l)

2e.2. Sumber-sumber Pencemaran Tingkungan Taut

Pencemaran laut dapat terjadi bukan hanya oleh minyak

20). Frannk Maencke, Cerman Aspekts Of An enviromental Police
and Possible Consequences For Develoving Countries, ( one
Hnly, Tokyo, Th. 1973 )

2l). St. Munadjat D. Op.Cit. hal.7.
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tetapi juga oleh bahan-bahan lain, Kalau kita mengikuti ber-
bagal cabang hukum Tnternasional dibidang pengaturan pencemaran
maka dapat diikuti adanya beberapa jenis sumber pencemaran, Da-
lam konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa-bangsa yang ke-III
1982, menyebutkan beberapa sumber pencemaran yaitu 22)

1). Pencemaran berasal dari sumber daratan.

2), Pencemaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan dari laut.
3). Pencemaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan di kawasan.
L), Pencemaran karena dumping,

5). Pencemaran yang berasal dari kendaraan air.

Sedangkan menurut St. Munadjat Danusaputro dalam ‘bukunya

"Metode-Komprehensif'" menyebutkan beberapa sumber pencemaran.

yaitu : 23)

1). Berasal dari perindustrian/pengangkutan,

2). Berasal dari kegiatan pemukiman.

3). Berasal dari pertambangan.

4). Berasal dari pertanian.

5). Berasal dari penggunaan/pengembangan bahan radio aktif.
Pencemaran yang berasal dari ke-lima sumber tersebut di

atas dapat pula menyentuh dan mempengaruhi lingkungan laut, ka-

rena pada dasarnya bahan-bahan pencecmaran tersebut akhirnya sam=-

pal juga ke laut melalui aliran-aliran sungai, saluran dsb,

2)e United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982
Article : 207, 208, 209, 210 dan 211.

23). St, Munadjat Danusaputro, Metode Tlmiah-Komprehensif
Lemhanas, tahun 1973, hal. 59.
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kKhususnya bagi Indonesia sebagal negara kepulauan dengan semua
sungal dan salurannya mengalir ke laut, maka lingkungan 1laut
nya sungguh sangat terbuka bagl masuknya serbuan péncemaran
yang berasal . dari daratan.

Dalam pada itu, untuk kepentingan pengaturan hukum dan
khususnya untuk ketajaman dalam mengarahkan ketentuan hulcum
itu perlu disadari bahwa sesungguhnya tidak pernah dijumpai
adanya terhadap sekedar membuang barang sisa ke laut, yaitu
membuang sesuatu zat ke iaut sedemikian rupa hingga menimbulkan
pencemaran laut, 24

Dalam hubungan itu terdapat suatu aturan yang mengatur
pembuangan sampah dan sebagainya ke laut dan melarang serta
mengatur tindakan tersebut, jika sampai menimbulkan pencemaran.

Demikian Convention For The Prevention Of Marine Pollution

By Dumping From Ships And Adircraft, ( Oslo, 1972 ) dan London
Convention On The Prevention Of Marine Pollution By Dumping Of

Wastes and Other Matters, tahun 1972. Telah memberikan pengerti-

an-pengertian serta norma-norma hukumnya secara tegas, sekalipun
konvensi Oslo tersebut terutama dimaksudkan untuk melindungi
samudera Atlantik baglan Timur laut, namun di dalamnya diterap=-
kan tempat-tempat lain. Demikianlah antara lain terdapat daftar
bahan-bahan terlarang seperti dimuat dalam Annex I, yang oleh

Article 5 dilarang dengan tegas : The Dumping Of The Substances

IListed Tn Annex I To This Convention Ts Prohibited,

24). G. Moore, International And National Legislation And Regu=-
latory Tnstitutions, ( FAO/SIDA/ TF - 95 - supl. hal, 298.




dan sebagainya ke laut dengan izin dari para penguasa. Apabila
izin telah diperoleh maka ketentuan-ketentuan tersebut dalam
Annex II dan TIT dinyatakan berlaku. salah satu dari ketentuan
itu menyebutkan, bahwa pembuangan sampah yang  diizinkan itu
harus dibuang ke laut yang memiliki kedalaman tidak kurang dari
2,000 meter dan jarak dari pantai negara terdekat tidak boleh
kurang dari 150 mil laut. Demikianlah suatu contoh tentang
mungkinnya membuang sampah dan sebagainya ke laut. 25)

Memperhatikan lebih lanjut isi konvensi tersebut, maka
sungguh menarik perhatian yYang secara jelas menyatakan posisi
laut dan lingkungan laut dewasa ini dalam hubungannya dengan
masalah pencemaran., Dalam kalimat pembukaan dinyatakan :

"Recognizing That marine Enviroment and living resour-

ces which it support are of vital Importances to all

nations mindful that the ecological equiliberium and
the legitimate yge of the sea are increasing%? threat
)

by pollution',
Dalam hubungan ini, dinyatakan juga bahwa pencemaran itu

mempunyal sumber beraneka ragam, termasuk di dalamnya Dumping

from ships and aircraft and through rivers, estuaries, outfalls

and pipelines withing Naticnal jurisdiction.

Apabila konvensi Oslo tersebut sudah dabat menjelaskan
tentang berbagai sumber pencemaran seperti tersebut di atas maka
suatu jenis pencemaran yang telah memperoleh pengaturan hukum
gecara mendalam dan luas, adalah pencemaran laut yang diakibat-

18
Dalam Art, 6 diberikan kemungkinan untuk membuang sampah
kan oleh minyak.

25). Konvensi Oslo, tahun 1972.
26). T b i d.
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G. Brockis, dari British Petroleum Co. Ltd. London, dalam

bukunya Sources Of Sea Pgllution by 0il, hal., ?7. Melaporkan

bahwa lebih dari setengah perdagangan dan pelayaran di dunia se¢-

karang bersangkut-paut dengan pengangkutan minyak dan bahan

bahan yang berasal dari minyak. Menurut pengamatan, bahwa minyak
dan bahan-bahan yang berasal dari minyak itu mengarungi samude-~
ra jauh lebih luas dari barang-barang dagangan yang lain,

Pada bulan Pebruari 1972 diperkirakan jumlah tonase kapal
minyak itu telah mencapail 170 juta ton dwt, yang berarti telah
melampaui jumlah setengal dari seluruh armada di dunia. Dengan
ditutupnya terusan Zues setelah perang Mesir-Israel tahun 1957
maka perusahaan-perusahaan pengangkut minyak makin berlomba-lom=-
ba membangun kapal-kapal tanki raksasa.

Lazimnya pencemaran yang berasal dari kapal itu terjadi
melalui dua cara yaitu :

1). Karena tumpahan minyak dari kapal-kapal pembuangan sisa mi-
nyak ( minyak kotor ) yang merupakan akibat wajar dalam ope-
rasl kapal yang dilakukan beribu-ribu kapal di atas laut.

2). Karena tumpahan minyalt sebagal akibat kecelakaan kapal baik
karena tabrakan maupun karena kandas.

Pembuangan minyalk kotor sebagal akibat dari operasi kapal
dapat mudah diawasi dan diatur, Lain halnya dengan tumpahan mi-
nyak yang disebabkan oleh kecelakaan kapal.,

Demikianlah bahaya penecemaran laut karena minyak itu di~
sadari sejak tahun 1972. Pada waktu itu di Washinton diselengga-

rakan suatu konperensi di bawah naungan Liga Bangsa-bangsa.
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Ternyata usaha pertama itu tidak menghasilkan persetujuan
sepertl yang diharapkan. Namun demikian, ternyata rintisan
sungguh bermanfaat bagi langkah-langkah selanjutnya. Dalam kon=-
perensi di London pada tahun 1954, berhasil dibentuk suatu In =
ternational Convention For The Prevention Of Pollution Of The -
Sea By 0il, yang kemudian lebih terkenal sebagai London Conven-
tion 1954. Konvensi tersebut baru mulai berlaku pada tahun
1958. 27)

Pada tahun 1959 pekerjaan sekretariat konvensi dialihkan
kepada suatu organisasi baru bernama : Inter-Govermental Mari -
time Consultative Organisation ( IMCO ), yang bernaung di bawah
Perserikatan Bangsa-Bangsa. Atas prakarsa IMCO konvensi terse-
but diubah dan ditambah pada tahun 1962, 1969 dan 1971,

Dalam pokok-pokoknya, konvensi Tondon 1954 itu mengatur
yaitu : |
l). Tatacara pembuangan minyak kotor dari kapal.

2). Tata pembangunan kapal dengan menyediakan alat-alat pembua=-
ngan minyak kotor.

3). Mewajibkan penyediaan tempat-tempat pembuangan minyak kotor
di pelabuhan, termin&l minyak dan dok-dok reparasi kapal.

4). Penentuan dacrah laut yang dinyatakan menjadi daerah terla-
rang bagi pembuangan minyak.

Oleh perubahan-perubahan yang ditetapkan pada tahun 1962
daerah-daerah terlarang tersebut diperluas. Perubahan pada tahun

1969 ditetapkan sebagai terjemahan kesadaran terhadap bahaya
27)e GoJs Brokcis, Sources 0f Sea Pollution By 0il, hal. 78
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pencemaran laut itu, seperti diakibatkan malapetaka "Torrey
Canyon'" yang kandas di muka pantal Inggris pada tanggal 17
Maret 1967. Dalam malapetaka tersebut ternyata benar bahwa pan-
tai Inggeris dan Perancis menderita kerugian besar sekali. Oleh
sebab itu maka timbul pemikiran, hak-hak apakah yang dapat di -

berikan kepada negara pantai dalam menghadapi masalah semacam

itu, 28)

2.3 Upaya-upaya Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Laut

Sejak sebelum terciptanya perkembangan teknologi permi -
nyakan, pertambangan minyak Indonesia seperti di tempat-tempat
lain sudah melibatkan dirl dalam usaha-usaha pencegahan pence =
maran di berbagal langkah operasinya, Bahkan banyal dari usaha
usaha tersebut sudah dianggap kebiasaan operasionil, Mula-mula
usaha pencegahan tersebut bermotifkan faktor ekonomis, umpamas
nya mencegah tertumpahnya minyak atau pembakaran yang tidak
sempurna ( heat economy air pollution ). Sekarang motifnya
lebih luas yaitu pencegahan pencemaran ailr, udara dan lain-lain.

Usaha-usaha pencegahan pencemaran tersebut biasanya ter -
cakup dalam perencanaan teknis ( design) dan tidak menunggu
sampal terbentuknya undang-undang pencegahan pencemaran yang
formil. Jauh sebelum perang dunia ke- 1T, kilang-kilang minyak
Indonesia sudah menggunakan system pencegahan pencemaran, mi -

salnya: alat penampung minyak ( 0il catchers ) untuk mencegah

28). Konvensi Trussel, tahun 1971 ( Publie Taw ).
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ikutnya minyak pada : air buangan ke laut, danau penawar (acid-
lake ) yang menampung sisa asam bekas Yang sudah ditawarkan se-=
belum air buangan dialirkan ke laut, system menawarkan salinitas
air, formasi yang berasal dari pengeboran sebelum dibuang

ke sungai dan sebagainya. Berkat upaya-upaya tersebut perairan g4
sekitar kilang minyak di Tndonesia tetap terpelihara kelesta-
riannya. Pantai Balikpapan misalnya hingga kini tetap merupakan
pantai yang bersih minyak kendati umur kilang Balikpapan sudah
lebih dari 65 tahun. Tetapi tantangan menjaga kelestarian ini
semakin meningkat bukan hanya bertambahnya jumlah lapangan
produksi minyak, tetapi juga karecna lapangan-lapangan minyak

dan aktivitas perminyakan lainnya semakin banyak mendekati

laut dan daerah pemukiman umpamanya di Pulau Jawa dan Laut
Jawa., Jika 20 tahun yang lalu Pulau Jawa dan laut Jawa praktis
tidak dikenal sebagai lapangan minyak, maka dewasa ini dari
daerah tersebut di Export kurang lebih 200.000 barrel sehari
minyak bumi. .

Sementara itu jumlah kapal-kapal tanki raksasa asing yang
hilir mudik di Selat Malaka dan Singapura semakin meningkat,
Rahkan volu@e lalu-lintas umum di Selat tersebut semakin padat.
Dengan demikian mcnambah kemungkinan kecelakaan kapal-kapal
tanki tersebut dan kemungkinan pencemaran olehnya.

Tantangan terhadap upaya-upaya penanggulangan pencemaran
oleh minyak dewasa ini adalah buangan oleh konsumen minyak be -

kas pelumasan ( waste lubricating oil ) dari kapal=kapal non
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tanker dan kemungkinan tumpahan minyak oleh kecelakaan kapal
tanker raksasa yang lewat di perairan kita.

Hal yang paling penting dalam menghindari pencemaran laut
oleh minyak adalah sedapat mungkin mencegah terjadinya suatu
tumpahan sama sekali. Apalagi yang tertumpah jumlahnya sekali
gus banyak, maka upaya pembersihan tidak dapat dijamin
berhasil sepenuhnya.

Instalasi pertambangan, pengolahan dan pengangkutan minyak
bumi termasuk jenis instalasi yang memiliki sistem pengamanan
keselamatan yang tinggi. Hal ini mutlak diperlukan karena kebo-
coran minyak dalam bentuk cair atau gas di tempat-tempat yang
rawan dapat menimbulkan malapetaka ledakan atau kebukaran. Un -
tuk mencegah tumpahan minyak, perlu diperhatikan tempat-tempat
yang rawan dari suatu instalasi dan menjaga kemungkinan terja -
dinya tumpahan tersebut. Setelah lokasi dan sifatnya diketahui
maka di tempat itu dapat dipasang alat-alat pengamanan seperlu-
nya seperti : katup pemgaman ( safety valves ), katup pengatur
kontrol ( Control Valves ), System alarm dan sebagainya. 29)

Ada beberapa sistem yang bertujuan untuk mengurangi ka-
dar minyak dalam air buangan misalnya : API-separator, Coales =
cer, gemelectric dsb., Prinsip bekerja alat-alat pemisah air-mi-
nyak tersebuf dapat dibagi dalam : 30)

1l). Kelompok pemisah atas dasar berat jenis. Dalam kelompok ini
faktor yang menentukan efektivitas sistemnya adalah :

= Jumlah air yang melalui alat pemisah

29)e P.L. Countrier, Seminar Pencemaran laut, Pertamina, Jakar-
ta, tanggal 26 - 28 Juli 1976, hal. 6-7.
30)¢ I b1 d, hal. 8.




24

- Jumlah kadar minyak dalam air
- Kekentalan minyak ( viscosity ) dan
- Titik tuang ( pour point ) minyak yang ada dalam air.
dalam kelompok ini termasuk API dan CPI- separator, -
2)e. Kelompok pemisahan atas dasar abgeorbsi seperti coalescer.

3). Kelompok pemisahan dengan memberikan medan listrik pada air

tersebut.

Dari ketiga jenis yang dikenal ini, masing-masing mempu -
nyal untung ruginya dan pembatasan penggunaannya. API-separator
umpamanya, praktis tidak dapat dipasang pada bangunan lepas
pantai ( platform ) sekalipun jenis ini termasuk yang paling
sesual untuk menangani air buangan dalam jumlah yang banyak. Se -
bagai gantinya digunakan CPI ( Corrugated Plate Interceptor )
separator yang lebih efektif untuk memisahkan minyak dengan air
akan tetapi jumlah air yang dapat melaluinya lebih terbatas, la=-
gl pula karena bentuk konstruksinya maka CPI-scparator juga
lebih mahal.

Jenis coalescer dan gemelectric sangat efektif jika di -
pasang sesudah CPI-separator karena hanya dapat menapgani air
yang berkadar minyak rendah dan jumlah aliran yang relatif
sedikit.

Tumpahan minyak dari bidang angkutan laut merupakan per =-
sentase yang terbesar dari seluruh buangan ke laut. 51) Tumpa =
han minyak dari kapal tanki dap;t bersumber pada : 32)

l). Akibat-operasi : umpamanya pembuangan air ballast dan

31). Laporan, National Academy Of Scince, Tahun 1975.
22). P.L. Countrier, Op. Cit. hal. 10-12.
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dan pencucian tanki (tank washing ). Seperti diketahui kapal
tanki dalam penugasannya tidak selamanya berisi muatan. Pada
suatu ketika kapal tanki berangkat dengan membawa muatan dan
kembali dalam keadaan kosong atau sebaliknya. Pada pelayaran
tanpa muatan, biasanya kapal memuat air ballast agar berlayar
dengan stabil., Kadang kala dalam pelayaran ini tanki-tanki be =
kas minyak kotor dicuci. Menjelang tibanya kapal di tempat akan
dimuat, air ballast mulai dibuang ke laut sampai tanki-tanki
kosong untuk dimuat minyak lagi. Air yang dibuang, narus be -
bas dari minyak. Alr yang sisa dan masih mengandung minyak di -
pompakan ke darat ke tanki deballastting. Kadang kala dengan
air ballast yang dibuang ke laut itu ikut terbawa sedikit sisa
minyak. Maka diciptakanlah beberapa peraturan tentang cara ope=-
rasl di kapal untuk mencegah minyak lolos ke laut. Beberapa di-
antaranya seperti : Sistem LOT,.segregated tanks dsb.

LOT ( Load On Top ) adalah suatu teknik menangani sisa
alr ballast dan pencucian tanki dimana semua minyak bekas/pen -
cucian tersebut dikumpulkan ke dalam suatu tanki khusus, jadi
terpisah dari air ballast secara keseluruhan. Muatan berikutnya
lalu dimuat ( On Top ) minyak bekas tadi. Cara ini umumnya di -
terapkan untuk pemuatan minyak mentah dan telah banyak mengu =
rangl lolosnya minyak ke laut. Berbagai upaya telah dilakukan
untuk mencegah lolosnya minyak ke laut, Antara lain sistem LOT
sudah sejak tanun 1960 dikembangkan oleh industri minyak mela =

laui OCIMF ( 0il Companies International Marine Forum ).
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Bahkan IMCO ( Intergovermental Maritime Consultative Organi-

sation ) telah mengembangkan hal ini dalam International
Convention For Prevention Of Pollution From Ships, 1973.

( Lihat gambar sumber hidrokarbon dalam laut ).

2., Tumpahan minyak di dermaga atau pelabuhan dapat terjadi oleh
operasi penyambungan/pemutusan sambungan pipa kapal dan pipa
darat pada waktu muat atau membongkar minyak. Secara persen-
tase jumlah ini sangat kecil karena pengawasan operasi di
darat lebih mudéh dari pada di laut.

3. Tumpahan minyak yang Jjarang terjadi tetapl dalam jumlah se-
kaligus yang besar sekali, adalah tumpahan oleh kecelakaan
kapal tanki, bersama dengan kecelakaan kapal non-tanker,

Dengan semalkin meningkatnya ukuran kapal-kapal tanki maka
setiap kompartimen di dalam kapal menjadi lebih besar. Jika kapal
tersebut kandas dan kompartimen ini bocor maka dapat diperkirakan
bahwa jumlah minyak yang lolos ke laut juga lebih besar sekalipun
tidak tanpa batas. Untuk mengatasi hal seperti ini tidak banyak
yang dapat dilakukan mencegah kandasnya kapal tanki yang bersang-
kutan. Karena itu makin besar kapal tersebut, semakin banyak tek-
nologi mutékhir diterapkan padanya.

Namun demikian semua teknologi navigasi modern, sistem ko-
munikasi modern dan sebagainya hanyalah alat bantu bagi awak ka=-
pal tersebut. Pada akhirnya yang menentukan adalah manusia/awak
kapal tersebut sehingga pembinaan dan peningkatan kemampuannya

menjadi suatu hal yang mutlalk.
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F minyak:

Jika jumlah minyak yang tertumpah cukup besar dan terpu -
sat di satu tempat ( umpamanys didalam pagar minyak ) maka da -
pat diusahakan pengumpulannya dengan alat penyedot minyak f 041
skimmer ). _

Semula prinsip pengumpulan tersebut adalah dengan menye -
dot ( skim ) seluruh lapisan permukaan yang ada minyaknya. De =
ngan cara ini cukup banyak air yang ikut masuk ke dalam skimmer :
sehingga ukuran skimer harus agak besar. Di dalam skimmer minyalc

dipisakan dari air atas dasar perbedaan berat jenis. Setelah
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minyak banyak terkumpul, operasi menyedot dihentikan untuk
menyedot/memompakan minyak keluar dari dalam skimmer _ke dalam
penampung lain. Cara ini banyak membuang waktu dan efektif
untuk minyak yang senantiasa berada dalam keadaan cair,

Sifat minyak di Tndonesia Jjustru banyak yang parafinis
sehingga dalam berbentuk semi padat, seperti bubur terapung.
Maka sistem ini cukup menyulitkan operasi. Prinsip digunakan
dalam Spiltrol skimmer. Kesulitan lainnya adalah alat jenis ini
beratnya antara 10-15 ton sehingga memerlukanalat angkut khusus
( Crane ), akibatnya bisa menyulitkan operasi.

ad.?3. Membersihkan daerah sekitarnya:

Adakalanya suatu operasi penanggulangan tumpahan minyak
tidak sanggup membersihkan daerah tercemar dengan sempurna
hanya dengan cara yang disebutkan tadi. Hal ini mungkin disebab-
kan kasanggupah/ruang gerak skimmer tidak mengizinkan, atau
minyak sudah mencapai daerah yang dangkal.

Maka untuk membersihkan minyak yang tercerai itu diguna -
alat yang dapat menghisap minyak. Alat ini disebut Sorbent. Sor-
bent biasanya dibuat dari bahan yang dapat menghisap minyak saja
sedangkan air praktis tidak ternisap. Prinsip penghisap disini
sepertl daya hisap karct busa.

ad.l4., Penggunaan bahan kimia/dispersant;

Kebl jaksanaan penggunaan dispersant perlu didasari atas
filosofi bahwa dispersant hanya dipakai jika tumpahan minyak

tidak dapat dikumpulkan secara fisik. Hal ini adalah dalam
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rangka pengamanan jauh ke mésa depan perairan tersebut.

Dewasa ini terdapat banyak dispersant yang dapat dibukti-
kan tidak meracuni kehidupan laut, tetapi efek jangka panjang
hingga kita masih terus menyelidiki, Hal ini perlu diadakan da-
lam kondisi dan situasi di Indonesia agar data yang diperoleh
dapat diandalkan. Tujuan penggunaan dispersant antara lain :
1), Mempercepat derajat biodegradasi minyak
2). Mencegah pengotoran dan pencemaran kehidﬁpan laut
5)« Mencegah kematian burung laut

4). Mengurangi bahaya kebakaran

5). Mencegah terbentuknya gumpalan-gumpalan minyak ( tar lumps)
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BAB 3
MASALAH PENCEMARAN AKIBAT TUMPAHAN
MINYAK DI LAUT DAN DASAR HUKUM
PENANGGULANGANNYA

3.1, Beberapa kasus tumpahan minyak:

Sewaktu Torrey Canyon pada bulan Maret tahun 1967 kandas
dan tenggelam di pantai Cornwel ( Inggris ) serta menyebabkan
pencemaran yang mengehebohkan dunia Barat. Kebanyakan dari kita
menganggap bahwa kejadian tersebut sangat menarik akan tetapi
masih jauh. Baru setelah dalam bulan Januari tahun 1975 kapal
tanker "Showa Maru" kandas di Selat Singapura dan menyebabkan
pencemaran di perairan Indonesia, kita tersentak bangun dan sa-
dar bahwa juga di halaman rumah kita orang lain dapat mencemar-
kannya. 1)

Showa-Maru waktu itu kandas di Buffalo Rock ( Wilayah Re-
publik Tndonesia ) dan membocorkan kurang lebih 3000 - 4000 ton
minyak mentah ke laut. Kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian
tersebut diperkirakan sekitar 13,5 juta US§, di fihak TIndonesia
saja, belum terhitung difihak Singapura dan Kerajaan Malay -
sia, 2)

Kapal Showa-Maru adalah milik perusahaan Jepang yang ber-

nama Taiheiyo Kaiun Co. Ltd. Tokyo dengan bobot mati sebesar

273.698 metrik ton. Adapun posisi kapal pada saat kandasnya

1). P.L countrier, Pencemaran laut, Pertamina, Jakarta, tahun
1976, hal. 1. :
2)s I b1 d.
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adalah ¢ 01.09.24 L.U/103. 48'06' B.T. Kapal tanker raksasa
Showa=-Maru bertolak dari Rasnatura ( Teluk Parsi ) dengan mem =
bawa muatan berupa minyak mentah dengan jenis Murben, Berri dan
Arabian Light Crude sebanyak 232.339 metrik ton dengan tujuan
Jepang. 3)

Setahun kemudian di tempat yang lain pada tanggal 15 De =~
sember 1976 jam 06.00 Eastern Standard Time, kapal tanker Argo-
Merchant dengan muatan sebanyak 7.7000.000 gallons Fuel 0il no-
mor 6 telah.terdampar di pantai Fishing Rip di sebelah Tenggara
Natucket Island. Walaupun berbagal usaha telah dilakukan untulk
melayarkan kembali tetapi ternysata pada tanggal 21 Desember jam
08.35 kapal Argo Merchaut terbelah dua setelah mengalami kebo =-
coran beberapa saat sebelumnya angin kencang dan arus laut yang
tidak menguntungkan merupakan faktor penentu dari terbelah dua-
nya kapal tanki ini. Vamun demikian walaupun tempat kandasnya
kapal ini pada tempat penangkapan ikan yang ramail dan bersebe -
rangan dengan pantai yang merupakan tempat para nelayan, 4)

Dua tahun kemudian di tempat yang lain pada tanggal 16
Maret 1978, kapal tanki raksasa Amoco-Cadiz dengan negara regis=
trasi Liberia, berbobot mati 233,680 ton mengangkut 220.000 ton
minyak mentah, menderita kerusakan kemudi disekitar 13 Km. se =
belah Utara Lied'Quessan. Kapal ini berlayar dari Khard Island

menuju Europort, Holland dan singgah di Limze Bai di pantai

3). DR. Komar Kantaamadja, Ganti Rugil Tnternasional Pencemaran
minyak di laut, Alumni, Bandung, 1981, hal. 93.
4)e T b i d, hal. 91.




35

Selatan Inggris untuk menurunkan sebagian darl muatannya. Pada
jam 22.04 setelah melakukan berbagal usaha dan mengalaml berba=-
gal bantuan yang tidak berhasil Amoco-Cadiz kandas dalam keada=-
an air laut pasang pada karang Men Goulven sekitar 2 Km, dari
Portsall. Pada saat laut surut, Amoco-Cadiz terbelah dua dan
memecahkan 4 dari 15 tankinya dan menumpahkan 58.000 minyak men -
tah jenis Tigh Arabian Crude yang diangkutnya,Dalam tempo 24
jam tumpanan minyak telah menyebar sepanjang 100 Xm., dengan
lebar 10 Km. Di pantai tumpahan tersebut menyebar dan makin me-
luas. Beberapa hari kemudian angin kencang dan laut yang pasang
meny ebabkan Amoco-Cadiz pecah lagi, minyak yang tersisa dalam
tanki Amoco-Cadiz adalah sekitar 35.000 ton saja. Tumpahan ter-
sebar di pantai sepanjang 200 Km., Tumpahan menutupi oyster beds

yang luas dan pantai-pantai utama yaitu tempat-tempat rekreasi.

3.2+ Kerugian-kerugian Akibat Tumpahan Minyak:

Akibat dari tumpahan minyak senantiasa mengancam keles o
tarian lingkungan laut dari waktu ke waktu., Ekosistem dari su -
atu lingkungan laut terganggu kelestariannya akibat tumpahan
minyak ke laut.

Akibat dari tumpahan tersebut dapat berupa berbagai bentuk
dari yang paling berat berupa suatu kematian yang langsung ter= 7
hadap organisme laut tersebut sampai kepada berbagail akibat
yang tidak mematikan dengan langsung yang sering kali baru da =

pat diketahul setelah berlangsung jangka waktu yang tertentu,
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Adapug akibat yang lainnya yang baru dapat diketahui se=-
telah berlangsung jangka waktu yang lebih lama lagi atau dima-
sukkannya ke dalam golongan kerusakan ekologis. Dalam hubungan
ini perlu dicatat, bahwa walaupun dalam pengertian ekolo-
g1 adalah mencakup pengertian yang lebih luas, sehingga akan
termasuk ke dalamnya, misalnya dari masalah kematian plankton
berubahnya komposisi species plankton, disamping kerusakan
mangrove dan pohon-pohonan pantai sebagai tempat bertelur dan-
bersemainya ikan dan udang hingga terjadinya erosi pantai. Pe=-
ngertian kerusakan ekologis yang demikian luasnya masih belum-
bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan pengertian umum,

Ada suatu hal yang perlu kita perhatikan yaitu mengadakan
suatu penelitian untuk mengetahui keadaan daerah yang menjadi
korban limpahan minyak dari waktu ke waktu. Hal ini terutama
mengetahui dan memonitor keadaan lingkungan laut tersebut dari
saat ke saat yang akan menentukan besarnya kerusakan langsung
dan kerusakan yang tidak langsung serta kerusakan ekologis.

Yang dimaksud dengan kerugian langsung adalah kerugian
yang terjadl pada saat tumpahan minyak terjadi atau beberapa
saat setelah tumpahan itu, D1 dalam kita melakukan penentuan
dari besarnya kerusakan dan karenanya juga secara tidak lang -
sung menentukan besarnya jumlah biaya yang dikeluarkan dan ke=-
rugian yang diderita, maka kerugian ini merupakan kerugian
tumpahan minyak yang paling sederhana. Hal ini disebabkan

bukan saja karena kita menghitung angka-angka pengeluaran rill
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yang dilakukan sclama masa pencegahan, melainkan juga penggu =
naan sampail saat dimana kerugian-kerugian yang tampak dapat di=-

%

Sedang kerugian tidak langsung dimaksudkan kerugian yang

hitung.

baru dapat ditetapkan beberapa saat waktu setelah terjadinya
tumpahan minyak, yaitu éetelah dilakukanya suatu survai ekolo -
gls yang tidak jarang harus dilakukan secara periodik di wilayah
tumpahan serta wilayah lain yang terkena pencemaran, khususnya
mengenal kerugian-kerugian dan kerusakan organisme laut dan

pantal pada umumnya maka akan ternyata bahwa penentuan kerusa =

kan dan pada suatu penentuan ganti rugi tumpahan minyak tidak

sederhana seperti menentukan ganti rugi pada umumnya,

3.3%3. Dasar Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Tumpahan Minyak

Meskipun pengertian hukum tentang pencemaran lingkungan
laut, baru pada waktu sekarang dianggap telah membentuk suatu
kesatuan perangkat azas-azas dan ketentuan-ketentuan dalam bi -
dang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut ,
namun akhirnya telah jauh berada dil zaman sebelum perang dunia.

Di berbagal negara maju sejak tahun 1899 telah dikenal
Refuse Act, dan 0il Pollution Act,.. Seperti yang kami kemukakan
sebelumnya bahwa bahaya dari akibat pencemaran dari suatu tum -
pahan minyak dapat mengancam terhadap perikehidupan tumbuh-tum-
buhan, hewan dan manusia. Atau secara langsung mengancam kehi -

dupan marine ( oceanic ) life dan oceanlic ecosystem yang secara

5. I b1d, hal. 102.
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berantai dapat membahayakan mata rantai kehidupan di bola bumi
ini.

Dalam hal pencegahan dapat dikelompokkan ke dalam usaha
)

l). Usaha melalui pendidikan, baik formil, nonformil maupun in -

usaha antara lain

formil,

2). Usaha melalui penyuluhan dan penerangan, baik kepada indus -
tri, calon pencemar atau kepada masyarakat luas.

%)e Usaha melalui pengaturan dan pembuatan undang-undang ter=
masuk segala sanksi hukumnya, aparat pengontrol.

Sedang dalam hal penanggulangan di sini adalah langkah-la=-
ngkah apa yang perlu diambil bila pada suatu tempat terjadi pen=
cemaran secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat.?)
Misalnya kasus kandasnya kapal tanker Showa-Maru di Selat Singa=-
pura bulan Januari 1975 yang lalu. Mengingat potensi terbesar
kemungkinan pencemaran secara besar-besaran di perairan Indone -
sia adalah berasal dari minyalk,

Jika terjadi tumpahan minyak harus dinilai setempat bagai-
mana derajat pencemaran dan keadaan medan tempat tersebut atas
dasar monitoring ini barulah dapat digerakkan operasi pembersih-
an yang tepat inipun jika cuaca mengizinkan. Namun demikian tin-
dakan pada saat pertama dari suatu kejadian tumpahan minyak sa -
ngat menentukan suksesnya suatu operasi pembersihan. Dengan kata

lain gerakan pembersihan tersebut ofensif dan jangan defensif.

)¢ B P H N, Seminar Segi-segi Hukum Dari Pengelolaan T.ingkungan
Hidup, Binacipta, Bandung, 1,976, hal. 153.
?)« I b1 d, hal, 155, '
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Sikap yang defensif akan mengakibatkan minyak sempat menjalar

luas sehingga biaya operasi menjadi sangat mahal.

Walaupun tidak terdapat pengaturan yang secara tegas meng-
atur tentang pencemaran lingkungan laut, di sana-sini dijumpai
berbagai ketentuan yang pada pokoknya mengatur mengenal azas-zzas
pékok tentang penceganhan dan penaggulangan pencemaran, misal =
nya 8)

1). Het Reeden Reglement 1925 ( Stb. No. 550/1925 seperti diubah
dan ditambah dengan stbl. 237/1927 dan stbl, 381/1930.

2). Loodsdient-ordonantie 1927 ( stbl. No. 62/1927 ).

3)e Petroleu; npslag - Ordonantie 1927 ( Stbl. 199/1927 ).

}). Petroleum Opslag Verordening 1927 stbl. 200/1927 ( seperti
diubah dan ditambah beberapa kali )

5). Petroleum Vervoer Ordonantie, 1927.

6). Petroleum Vervoer Verordening 1928 ( seperti yang diubah dan
ditambah ).

7)e Mijn Politie Reglement 1930 ( stbl. 341/1930 ). Peraturan ini
mewajibkan kepada perusahaan minyak bumi untuk mecegah ter =
jadinya pencemaran lingkungan khususnya tumpahan ke terusan
dan sungai.

Sejalan dengan kemajuan teknologi maka sistem pencegahan
dan penanggulangan pencemaran minyak di laut terus dikembangkan,

bukan hanya sudut teknisnya saja tetapi Jjuga melalui peraturaJ

seperlunya. Maka dunla minyak Iﬁdonesia merasa perlu untuk

BY. DR, Koma Kantaatmadja, Ganti rugi Internasional Pencemaran :
minyak di laut, Alumni, Bandung, 1981, hal. L4b6.
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menegaskan dan meresmikan beberapa peraturan yang mengatur masa-=

lah pencemaraﬁ oleh minyak secara khusus yaitu : 9)

1). Peraturan Menteri pPertambaungan No. O4/p/M/Pertambangan/1973
tanggal 22 Maret 1973 tentang pencegahan dan penanggulangan
dalam kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan
gas bumi.

2). Peraturan-peraturan Umum Lingkungan Pertamina yang ditetap -
kan oleh DIRUT Pertamina dengan SK 390/Kpts/DR/DU/1974 tang-
gal 6 Maret 1974.

3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 1974
tentang pengawasan pelaksanaan Eksplorasi dan Fksploitasi
minyak dan gas bumi.

sungguh menonjol bahkan mungkin dapat dipakai sebagai con=
toh, terdapat beberapa peraturan daerah dan perusahaan, yang
telah dikeluarkan secara khusus sebagal peraturan pencegahan
dan penanggulangan pencemaran, khususnya pencemaran lingkungan
laut, seperti : lO)

1). Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta-raya No. 12/1971
tentang pencegahan Pengotoran Udara, Air dan Lepas Pantail
dalam Wilayah DKI Jakarta.

2). Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Tbukota Ja-
karta tentang lLarangan bagi kapal=kapal tanki untuk membuang
minyak ke atas permukaan Air di sekeliling Gugusan Pulau

seribu,

3y. P.L. Countrier, Op. Cit. hal. 6
10).B PH N, Op. Cit, 129.
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3). Peraturan Umum Pencegahan Pencemaran, Direktur Umum Perta -
mina yang berlaku bagi kegiatan-kegiatan Pertamina dan Kon -
traktor-kontraktornya.,

Dalam konvensi hukum laut PBB tahun 1982 ( United Nations-
Convention On The Law Of The Sea - UNCLOS IIT ) telah diatur
pula mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan
laut, Di dalam aArticle 207 ( 1 ) yang berbunyi

’LA’M

"States shall adopt laws and regulation to pervent,

reduce and control pollution of the marine envi -

ronment from land-based sources, including rivers

estuaries, pipelines and outfall structures, tak-

ing into account internationally agreed rules >

standards and recommended practices and procedu =

res"

. Ketentuan tersebut di atas menjelaskan bahwa negara-negara
harus menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah,
mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari
sumber daratan termasuk didalamnya sungail-sungai, kuala-kuala |,
pipa-pipa dan bangunan pembuangan, dengan memperhatikan ketentu-
an dan standar-standar Tnternasional yang telah disetujui serta-
Praktek-praktek dan proseduryang telah dianjurkan,

Dalam pada itu, konvensi ini menyebutkan pula pencegahan
pencemaran yang berasal darl kegiatan di kawasan, seperti yang
terdapat dalam Article 209 ( 2) yang berbunyi scbagal berikut

"Subject to relevant provisions of this section ,’

states shall adopt laws and regulations to prevent

reduce and control pollution of the marine environ
ment from activities in the area undertaken by -
vessels, instalations, structures and other devi -

ces flying their flag or of their regestry or ope=-
rating under their authority, as the case may be -
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the reguirements of such laws and regulations shall

be no less effective than the international rules

regulations and procedures referred to in paragraph

one"

Dari ketentuan tersebut di atas, dapatlah ditarik penger =
tian bahwa negara-negara diharuskan untuk menetapkan peraturan
perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan
pencemaran lingkungan laut dari kegiatan-kegiatan di kawasan
yang disebabkan oleh kendaraan air, instalasi-instalasi, bangun=
an-bangunan dan alat peralatan di bawah benderanya atau yang ter
daftar atau yang bergerak di bawah kekuasaannya, sebagaimana hal
nya menunjukkan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-un-
dangan termaksud.

Lebih lanjut konvensi ini menyebutkan bahwa negara-negara
diharuskan untuk menetapkan peraturan perundang-undangan untuk
mencegah, mengurangi dan megendalikan pencemaran lingkungan laut
karena dumping. Hal ini dapat kita lihat di dalam Article 210 -
ayat: 1,. yang, berbunyi sebagail berikut :

"States shall adopt laws and regulations to prevent,

reduce and control pollution of the marine eniviron

ment by dumpingV

Dalam pada itu, negara-negara yang bertindak melalul orga-
nisasi-organisasi Internasional yang berkompeten atau konperensi
diplomatik yang umum, harus menetapkan ketentuan-ketentuap dan
standar-standar Internasional untuk mencegah, mengurangi dan
mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang bearasal .dari ken-
daraan air dan menggalakkan route diterimanya dengan cara yang

sama di mana perlu, dari pengaturan-pengaturan pelayaran yang
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dimasudkan untuk memperkecil ancaman kecelakaan yang dapat me =~
nimbullkan pencemaran lingkungan laut, termasuk garis pantail dan
kerusakan pencemaran tcrhadap kepentingan-kepentingan yang ber -
kaitan dari negara-negara pantai. Hal inildapat kita lihat di =
dalam Article 211 ayat : 1, yang berbunyi sebagai berikut :
"States, acting through the competent international

organization or general diplomatic conference 5

shall establish internaional rules and standards

to prevent, reduce and control pollution of the

marine environment approriate, of routeing systems

designed to minimize the threat of accidents which

might cause pollution damage to the related inte -

rest of coastal states. Such rules and standards

shall, in the same manner, be re-examnined from

time to time as neccessary."

Leblh lanjut, Article 211 ayat : 2 menjelaskan bahwa nega=~
ra=negara diharuskan pula untuk menetapkan peraturan perundang-
undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran
lingkungan laut oleh kendaraan air yang mengibarkan bendera atau
terdaftar di negaranya. Peraturan perundang-undangan yang dimak-
sud harus sekurang-kurangnya mempunyai kekuatan yang sama dengan
ketentuan-ketentuan dan standar-standar Internasional yang dite-
rima secara umum dan yang dibentuk melalui organisasi-organisasi
Internasional yang kompeten atau melalui konperensi diplomatik
yang umum, Article 211 ayat : 2, dapat kita lihat di dalam teks-
nya sebagai berikut :

"States shall adopt laws and regulations for the
prevention, reduction and control of pollution of

the marine environment from vessels flying their

flag or of thelr registry. Such laws and regulati-

ons shall at least have the same effect as that of
generally accapted international rules and
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standards established through the competent

international organization or general diplo =

matic conference",

Demikianlah beberapa peraturan mengenal pencegahan dan
penanggulangan pencemaran lingkungan laut, baik sebelum zaman
kemerdekaan maupun sesudah kita merdeka, baik peraturan-peratur-

an yang berlaku di wilayah Indonesia maupun peraturan-peraturan

bersifat Internasional ataupun konvensi Internasional,
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BAB 4
PENGATURAN MASALAH KOMPENSASI

L,1, Aturan Hukum Nasional:

Pembicaraan tentang ganti rugi tidak bisa dipisahkan
dari, tanggungjawab pencemar itu sendiri, Pasal 21 dari Undang
undang No. 4 tahun 1982 menegaskan :

"Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis

sumberdaya tertentu tanggungjawab timbul secara

mutlak perusak dan atau pencemar pada terjadinya

perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup

yYang mengaturnya diatur dalam peraturan perundang

undangan yang bersangkutan",

Pasal itu mengandung prinsip "strict liability" atau menu-
rut istilah Prof. Komar Kantaatmadja azas tanggungjawab mutlak.l)
Atau menurut Prof. Munadjat Danusaputro, azas tanggungjawab se =
cara langsung dan seketika, 2) yaitu kewajiban membayar ganti
rugi yang timbul seketika/segera terjadinya kerugian, dengan
tidak mempersoalkan salah tidaknya penycbab kerugian, Akan
tetapi menurut DR. Kusnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa :
"dalam beberapa kegiatan yang menyangkut sumberdaya tertentu ber-
arti bahwa bertanggungjawab mutlak itu tidak berlaku secara umum.
Peraturan perundang-undangan akan mengatur lebih lanjut jenis dan
katagori kegiatan apa saja yang akan terkena ketentuan yang ter-

maksud. 3)

1). DR., Komar Kantaatmadja, Op. €it. hal. 139.

2)+ Munadjat Danusaputro, Hukum Tingkungan TT, Binacipta, Bandung
1981, hal, 233,

3). Kusnadi Hardjasoemantri, Prospek Hukum Iingkungan Di Indone -
sia, Malang, 1982, hal., 14.
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Sistem pertanggungjawaban yang demikian, adalah merupakan
penyimpangan sistem gantl rugi penuh ( Absolut liability ) yang
dikenal dalam hukum perdata kita dengan menggunakan pola dasar
perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian . pada fihak
lain ( Tortius Liability ). Sistem ini berdasarkan adanya perta-
nggungjawaban pada kesalahan ( Liability based of fault ). Ber -
dasarkan azas hukum ini, bilamana orang akan menuntut ganti ke =
rugian, maka ia akan berkewajiban membuktikan terleblih dahulu
bahwa tindakan fihak yang lain menimbulkan kerugian padanya.

Kewajiban untuk membuktikannya, pertama-tama pada fihak
yang ingin menuntut ganti kerugian., Apabila tidak berhasil mem -
buktikannya, tuntutan ganti rugi tidak akan dipenuhi.

Mengapa dalam kasus-kasus pencemaran dipergunakan sistem
"strict liability" ini 2 Sebenarnya ada beberapa pertimbangan
dalam hal ini. Pertama-tama prinsip "Liability based of fault"
yang digunakan mengandung proses yang memberatkan penderita, JTa-
baru akan memperoleh ganti kerugian apabila berhasil membuktikan
kesalahan dari fihak tergugat. Sedangkan kenyataan dalam kasus
pencemaran kebanyakan penderita/penggugat tidak memahami tingkat
teknologi modern, sedangkan pada fihak lain tergugat adalah
industriawan/usahawan menguasai informasi tingkah laku dari ' ine
dustri yang dikelolanya dengan produksi yang dihasilkan, jadi
penggugat selalu berada dalam posisi yang lemah yang tidak akan.
mungkin melaksanakan tuntutannya karena berhadapan dengan fihak

tergugat yang mempunyai posisi kuat.
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Kemudian Curson menyebutkan ada beberapa alasan mengapa di-
pergunakan prinsip "strict 1liability" ( dalam hukum pidana ),
sebagal berikut : 4)

1). Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan
tertentu yang ° dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat
itu,

2). Pembuktian adanya kesalahan akan menjadl sangat sulit untuk
pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan
masyarakat,

3). Tingginya bahaya tingkat sosial yang ditimbulkan oleh per=
buatan yang bersangkutan.

Prinsip "strict liability", di negara kita sudah mulsi di-
anut dengan diratifikasinya "International Convention on civil=
liability for oil pollution damage" dan International Convention
On The Establisment 0f an International fund for Compensation of
0il pollution damage ( Brussel 1971 ) masing—masing dengan = ke=
putusan Presiden RI No. 18 dan No. 19 Tahun 1978,

Prinsip "strict liability" dalam International Convention
on Civil Liability For 0il Pollution Damage, dikecualikan dalam
hal-hal sebagai berikut : ) '

1), Jika kecelakaan timbul karena perang, persengketaan bersen =
jata perang saudara ( Civil War ), pemberontakan atau ben-
cana. alam yang tidak mungkin dihindari.

2)e Jika kccelakaan diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian

fihak ketiga dengan maksud untuk menimbulkan kerugian tersebut.

L).Curson, L.B Criminal lLaw, Macdonald and evans, Plymouth, 1977
hal., 26.

5) sAbdurahman, S.H. Pengantar Hukum Lingkungan, Bandung, 1983, =
hal, 105-106.
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3). Jika kecelakaan timbul oleh perbuatan atau kelalaian dari
korban sendiri. Dalam hal ini dimaksudkan untuk dapat . dica-
kup dua kemungkinan yaitu :

a)., Kecelakaan disebabkan karena perbuatan atau kelalaian
dari negara pantal yang bertanggungjawab atas terpeliha
ranya mercu suar dan alat navigasi lainnya,

b). Jika pemilik kapal dapat membuktikan bahwa kecelakaan
timbul karena perbuatan atau keclalaian oleh fihak yang
menderita kerugian sendiri.

Tidak terlepas dari pembicaraan tentang "strict liability"
inl sebagaimana juga telah disinggung di atas adalah persoalan
tentang sistem pembuktian yang dianut., Untuk keperluan tersebut
biasanya dipakal apa yang dinamakan beban pembuktian terbalik ’
sebagal penyimpangan dari prinsip praduga tak bersalah yang
banyak dianut sekarang.

Prof. Komar Kantaatmadja dalam disertasinya telah menya -
rankan perlunya diciptakan ketentuan perundang-undangan ling -
kungan hidup pada umumnya dan pencemaran pada khususnya beserta
segenap ketentuan pelaksanaan yang mengandung azas tanggungjawab

mutlak ( strict liability ) sebagai sendi pokoknya. 6)

4,2, Aturan Hukum Tnternasional :

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka di dalam hal
azas ganti'rugi yang dilanut adalah prinsip tanggmngjawab mutlak
( strict liability ), maka keharusan untuk sebelumnya membukti -

kan kesalahan pihak pelaku Menjudi tidak diperlukan lagi,bahkan
) Komar Kantaatmadja, Op. Cit. hal. 140,
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kewajiban membayar ganti rugi pada negara pantai ( korban pen =
cemaran laut ) timbul seketika pada saat tumpahnya minyak di laut
dan timbulnya kerugi&n.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa pertanggungjawaban In=-
ternasional adalah kewajiban dari suatu negara yang karena kesa-
lahannya telah menimbulkan kerugian pada pihak lain untuk mem-
perbaiki kerusakan termaksud, Agar dapat meneliti apakah kewajib-
an ini melekat pada negara yang bersangkutan, harus diperhatikan
terlebih dahulu tentang adanya perjanjian ( Commitment ) terle =
bih dahulu yang telah dibuatnya. Dalam hal terdapat perjanjian
sedemjkian, maka kita berbicara tentang adanya suatu pelaksanaan
dari hak dan kewajiban yaug timbul dari perjanjian tersebut, se-
dangkan dalam tiadanya perjanjian terlebih dahulu maka yang akan
merupakan petunjuk adalah hukum kebiasaan Internasional ( Costu=
mary law ) dan prinsip-prinsip umum hukum Internasional.

Keadaan yang disebutkan pertama dapat berupa suatu perjan-
jian bilateral maupun multilateral, Perjanjian -multilateral
dapat kita lihat "United Nations Convention On The Law Of The
Sea" atau Konvensi Hukum Laut Tnternasional PBB tahun 1982, yang
sering disebut UNCLOS = IIT. Konvensi ini dihadiri oleh 151 ne =
gara dengan rincian : 130 negara yang setuju, 4 negara yang me =
nentang dan 17 negara yang abstain,

Di dalam Article 235 ayat : 1, dijelaskan bahwa negara
negara bertanggungjawab untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban In =

ternasional berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian
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lingkungan laut. Mereka harus memikul kewajiban ganti rugi se-
sual dengan hukum Internasional, Hal ini dapat kita lihat di da- -
lam teksnya ( Article 235 ayat: 1, UNCLOS TII ), yaitu :

"States are responsible for the fulfilment of

- their international obligations concerning the

protection and preservation of the marine envi-
ronment. They shall be lible in accordance with
international law",

Lebih lanjut konvensi ini, di dalam Article 235 ayat : 2.
menjelaskan bahwa negara-negara harus menjamin tersedianya upaya
menurut sistem perundang-undangan untuk diperolehnya ganti rugi-
yang segera dan memadai atau bantuan lainnya bertalian dengan
kerusakan yang disebabkan pencemaran lingkungan laut oleh orang:
perorangan atau oleh badan hukum di bawah yurisdiksi mereka. hal
ini dapat terlihat di dalam teksnya sebagai berikut

"States shall ensure that recourse is available

in accordance with their legal systems for prompt

and adeguate compensation or other relief in res

pect of damage caused by pollution of the marine

environment by natpral or juridical persons under

their Jjuridiction",

Dalam pada itu, untuk menjamin ganti rugi yang segera dan
memadal bertalian dengan kerugian yang disebabkan oleh pencemar=
an lingkungan laut, negara-negara harus bekerjasama melaksana =
kan hukum Tnternasional yang berlaku dan untuk pengembangan se =
lanjutnya hukum Internasional yang berkenaan dengan tanggungjawab
dan kewajiban gantirugi untuk menetapkan mengenai kompensasi
untuk kerusakan serta penyelesaian sengketa yang timbul, dimana

perlu mengembangkan kriteria dan prosedur-prosedur pembayaran

ganti-rugl yang memadai seperti halnya asuransi wajib atau dana
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kompensasi. Uraian tersebut di atas dapat kita lihat di dalam
teks Article 235 ayat : 5, sebagal berikut :

"yith the objective of assuring prompt and adeguate
compensation in respect of all damage caused by
pollution of the marine environment, states shall
co-operate in the implementation existing inter -
national law and the further development of inter-
national law relatign to responsibility and liabi-
lity for the assessment of and compensation for
damage and the settlement of related disputes, as-
well as, where appropriate, development of crite =-
ria and procedures for payment of adeguate compen=-
sation, such as compulsory insurance or compensa =
tion funds",

h.,2.1. Brussel Convention On Pollution Damage The Sea By 0il

1969 ( Konvensi-konvensi Brussel mengenai kerugian yang ditimbul-

kan pencemaran laut oleh minyak ),

Konvensi-konvensl ini merupakan perkembangan selanjutnya
darl usaha IMCO yang telah ada dan ini merupakan konvensi-konven -
61 yang penting, khususnya mengenai pemberian ganti-rugi yang
disebabkan oleh pencemaran laut oleh minyak.

“onvensi-konvensi secara keseluruhan seutuhnya mengatur
mengenal kerusakan atau kerupgian ( damage ) yang timbul pada ne=-
gara pantal karena pencemaran laut yang disebabkan oleh kapal
tanker yang mengalami kecelakaan di laut ( Marine Casuality ) ,
terutama yang kandas atau tenggelan, ?)

Konvensi-konvensi ini adalah hasil dari konperensi diplo =
matik mengenal kerugian yang disebabkan pencemaran laut oleh mi=-

nyak ( Pollution Damage of the sea by oil ) yang berlangsung

7). St. Munadjat Danusaputro, Hukum Pencemaran dan merintis pola
pembangunan hukum pencemaran Nusantara, 1978, Hal.l00-10
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tanggal 8 hingga 29 Nopember Tahun 1969, di Brussel Belgia.  Bi=
dang ini yaitu perlindungan lingkungan laut dari pencemaran yang
berasal dari/atau diakibatkan oleh kapal tanker, merupakan bidang
kegiatan yang rclatif baru dari TMCO, yang terutama setelah kon-
perensi stockholm tentang :perlindungan hidup manusia pada tahun
1973 sangat maju pesat.

Mengingat pentingnya konperensi ini bagi Indonesia yang
memiliki garis pantai yang sangat panjang dan di Selat Malaka
merupakan lalu=lintas yang dilalui oleh kapal tanki yang teramai
dan terbesar volumenya di dunia. Pemerintah telah mengirimkan
delegasinya untuk turut serta dalam konperensl tersebut, 8)

Ada suatu peristiwa penting yang mendorong terselenggaranya
konperensi ini yaitu terjadinya kecelakaan Torrey Canyon, 9) dan
bertambah besarnya ukuran kapal tanker sejak ditutupnya terusan
suez, yang dimiliki industri.

Peristiwa Torrey Canyon ini sendiri telah menimbulkan per-
soalan yang sangat penting yaitu : 10)

1). Apakah yang dapat dilakukan oleh suatu negara pantai bila
terjadi kecelakaan kapal tanker 2

2). Slapakah yang betanggungjawab atas kerugian yang terjadi
dalam peristiwa demikian dan bagaimana penyelesaiannya,

8). Mochtar Kusumaatmadja, IMCO dan pembinaan hukum pelayaran
Nasional, Padjadjaran, EITIH_VTT?_T—EEEEE?ILApr 1979,
No. 1-2. Hal, 14.

9). Ved.P.Nanda, The Torrey Canyon disaster some lepgal aspects
Denver Law journsl, VoI: No. L%, Tahun 1967, hals K00«

10). Komar Kantaamadja, Beberapa masalah sekitar ganti-rugl

pollusi minyak di 1aut, Padjadjaran, jilid 7T, tahun 1977
hal. 19,
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Masalah tersebut di atas mendapat prioritas utama dari
IMCO dalam persiapan konperensi tersebut, dua buah  konvensi
telah dihasilkan konperensi ini yakni : ll)

1), International Convention Relation to Intervention on The
seas in cases of 0il pollution casualites ( Public Law Y

2)., International Convention on Civil Liability for 0Oil Pollution
Damage ( Civil Law ).

Kedua konvensi tersebut di atas tidak termasuk masalah bi-
dang pelayaran atau masalah keselamatan di laut begitupun ter =
hadap jaminan untuk tercapainya taraf keselamatan atau efisiensi
pelayaran yang setinggi-tingginya sebagai tujuan pendirian IMCO,
akan tetapi konvensi tersebut di atas hanya memberi hak  kepada
negara pantai untuk menindak dan melindungi kepentingan terhadap
kapal tanker yang kandas ataupun tenggelam dan menyebabkan  pen-
cemaran minyak di wilayah sekitarnya yang berdekatan dengan pan=-
tai bahkan pada laut lepas. Hal ini dapat kita lihat dalam "Inter-
" national Convention Relation to Intervention on the hight in cases
of oil pollution casualites", sedangkan "International Conventi-
on on Civil Liability for oil pollution damage" merupakan keten-
tuan-ketentuan yang mengharuskan kapal-kapal tanker untuk mem=
berikan gantirugi kepada pihak lain, yang telah menjadi korban
dari pencemaran laut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berlainan
konvensl yang telah ada, maka konvensi Bruséel tahun 1969 terse-

but, telah melampaui ruang lingkup tugas TMCO.

Namun dipandang dari segi pengaturan/kodifikasi hukum

11). St. Munadjat Danusaputro, Op. Cit. hal. 112,
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Tnternasional hal ini adalah wajar, mengingat ketentuan-ketentu-
an seperti inilah yang dibutuhkan secara rill oleh negara-negara
pantai dan rakyat setempat/nelayan yang akan menderita, apabila
terjadi suatu kecelakaan kapal tanker,

Raiklah sekarang akan diuraikan konvensi-konvensi tersebut
satu persatu. Perlu diketahui sebelumnya bahwa konvensl pertama
hanya dititikberatkan pada segi hukum publik Internasional, se-
dangkan konvensi yang kedua dititikberatkan pada segi hukum
perdata Internasional, sehingga dikenal sebagai Civil law Conve=-
tion,

1l). International Convention Relation TouIntervention On High .
12)

Tn Cases Pollution Casualites ( Public Taw ).

Ketentuan yang terpenting dalam konvensi ini sebagaimana
terdapat dalam teksnya adalah sebagal berikut

Article T.l : "parties to the present convention
may take such measures on the high seas as may be-
neccesary to prevent mitigate or eliminate grave
danger to coast line or relatied interest from po-
llution of the sea by oil, follow upon maritime
casuality or acts related to such casuality, wich-
may reasonably be expected to resulting major harn
ful consequences".

Dari ketentuan tersebut di atas, dapatlah ditarik pengerti-
an bahwa konvensi ini memberikan hak dan kewajiban kepada negara
pantai yang terancam oil pollution damage untuk mengambil tinda-
kan-tindakan pencegahan dan penyelamatan yang sejauh mungkin ha-

rus diusahakan terlebih dahulu sebelum mengadakan tindakan.

12). Shigeru oda, The Tnternational law of the Ocean Development,
Lelden, Tahun 1972, hal. 467 - 475.
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Dengan kata lain, apabila waktu memungkinkan maka perlu di-
buat konsultasi dahulu diantara negara-negara yang bersangkutan
sebelum tindakan pencegahan diambil. Tindakan yang diambil harus
sebanding dengan bahaya sebenarnya yang mengancam, sebagaimana
disebutkan dalam Article TIIT ( a ) yang berbunyi

"When a coastal state exercising thé right to take

measures in accordance with Article T the following

provisions shall apply : ( a ) "Before taking any

measures, a coastal state shall procced to consul =.

tation with other state effected by the marine ca =

suality particularly with the flag state or states",

Namun konvensi ini juga dalam hal sangat meadesak memberi-
kan hak kepada negara pantai untuk melakulkan tindakan pemusnahan
terhadap kapal yang bersangkutan berikut muatannya dari perlin - -
dungan kepentingan dan kesejahteraan penduduk pantai, hal ini
dapat terlihat di dslam Article TII (d) yaitu :

"Tn cases of extremeurgency reguiring measures to be

taken immediately, the coastal state may take measu-

res rendered neccessary by the urgency of the si -

tuation, without prior notification or consultation

or with out contining consultation already begun',

Untuk mencegah diambilnya tindakan-tindakan drastis demi =
kian, oleh negara pantal terhadap kapal tanker yang mengalami
kecelakaan secara tidak perlu dan berlebihan maka konvensi ini
memuat ketentuan-ketentuan penyelesaian berupa prosedur "Concil=-
jation ' dan "Compulsory Arbitration"., Untuk menjaga kepentingan
sipemilik kapal dalam hal demikian seperti yang diatur di dalam-
Article VIIT yang berbunyi :

"Any controversy between the parties as to whether

measurgs taken under article I were in contraven=-
tion of the provisions of the present convention
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to whether compensation is obligeﬁto be paid
under article VI, and to the amount of such com-
pensation shall if setlement by negotiation bet-
ween the parties in valued or between the parti-
es wich the parties took the measures and the
physical or corporate clamants has not been pos-
sible, and if the parties do not other wise de -
gree be submitte upon regues of any of the parties
vancern to conciliation or, if conciliation
does not succeedto arbitration, as set out in -
the annex to present convention",

Sedangkan gantirugi . harus diberikan jika ternyata bahwa
tindakan yang diambil melebihi tindakan yang dianggap wajar dan
perlu untuk mencapai tujuan itu, sebagaimana diatur dalam Arti -
cle VI yakni

"Any party wich has taken measures in contraven-

tion of the provision of the present convention

causing damage to others, shall be olligetl to

pay compensation to the estent of the damage

caused by measures wish eXced’those resonably

neccesary to achieve the end mentioned in arti-

cle 1, '

Bagian akhir konvensi ini memuat cara dan sistem implemen-
tasi dari konvensi, beserta tata kerja-sama yang harus dilaksa=
nakan sekretariat jenderal IMCO, dengan pihak-pihak atau badan

badan yang lain yang berkepentingan dengan masalah ini di PRB.

2). International Convention On Civil Tdability For 0il Pollution

Damage (_Civil Law ).

Konvensi ini juga dikenal dengan Civil Liability Convention

atau CLC tahun 1969, merupakan konvensi yang mengatur ganti-rugi

pollusl minyak di laut yang terpenting yang ada hingga saat ini,

Konvensl ini berlaku terhadap :
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1), Kapal yang mengangkut minyak dalam bulk sebagai cargo.
2). Minyak yang diangkut, termasuk katagori "persistent oil"
seperti crude oil, ful oil, heavy diesel oil, lubrycating oil
dan whale oil. Baik diangkut sebagai cargo atau "bunker".
Ketentuan-ketentuan konvensi ini yang terpenting adalah
sebagal berikut : Article TIIT ( 1 ). 1)
"Except as provided in paragraph and 3 of this
article, the owner of a ship at the fime of an in
cident, or where the incident consist of a serves
of occurences at the time of the first such occu-
rances, shall be liable for any pollution damage
caused by oil wich has escaped or been dis char -
ged from the ship as a result of the incident",
Dengan perkataan lain konvensi ini mengharuskan kapal-kapal
tanker untuk membayar ganti-rugi kepada pihak lain yang telah
menjadi korban akibat kerugian yang timbul dari pencemaran laut

tersebut.

Article TIT ( 2 ) : No lLiability for pollution damage
shall attach to the owner if he proves that the damagefzvaa, 2b).,

Article TIT ( 3) : If the owner proves that the pollu =
tion damage resulted wholly or partially either from an or ommi-
ssion done with intent to cause damage, by the person suffered
the damage of from the negligence of that person, the owner may-
be exonerated wholly or partially from his liability to such
person,

Dengan demikian pémilik kapal dalam hal ini bila terjadi. -
kecelakaan kapal tanker yang mengakibatkan bencana pencemaran

dapat melepaskan tanggungjawab untuk mengganti kerugian apabila
13). I b 1 d, hal. 476 - 483.
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ia dapat membuktikan bahwa :

1). Kecelakaan tersebut akibat korban peperangan yang terjadi
atau terdapat "force majeure" ( Article TII. 2. (1) ).

2). Kecelakaan tersebut adalah disebabkan oleh buruknya perambu=-
an negara tempat terjadinya kecelakaan ( Article TIIT. 2
(ec) Je

3), Bencana itu terjadi karena tindakan yang disengaja ataupun
karena kelalaian pihak yang mederita bencana tersebut, ( Ar-
ticle III. 3 ).

Article V. 1 : "The owner of ship shall be enti-
tled to limit his liability under this convention
in respect of any one incident to an aggregate
amount of 2,000 francs or each ton of shi's tonna-
ge. How ever this aggregate amount shall not in
any event exceed 210 million francs.

Article VII. 1 : "The owner of a ship registered
in a contracting state and carying more than 2,000
tons of oil in bulk as cargo shall be reguired to-
maintain insurance or other financial security
such as the quarante of a bank or a certificate
delivered by an inter compensation fund, in the
spyms fixed by applying the limit of liability per-
escribed in article V, paragraph 1 to cover his
liability for pollution damage under this conven -
tion.

Article V. 2 : "A certificate attesting that insu-
rance or other financial security is in, forcc in
accordance with the provision of this convention
shall be issued to each ship. It shall be issued
or certifed by the approriate authority of the
state of the ship's registry after determining
that the requarements of paragraph 1 of this arti-
cle have been conplied with.

Article VITI : "Rights of compensation under this
convention shall be extinquished an action is
brought there under with in three years from the
date when the damage occured how ever, in no case=
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shall an action be brought after six years from

the date of the incident consists of a series

of occurences, the six years period shall run

from the date first such occurence".

Ketentuan di atas mengatur batas pertanggungjawaban ter -
tinggi ( Limit of liability ) yang menyatakan bahwa pemilik ka -
pal bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan karena poll-
usi minyak sebanfak 2.000 francs ataupun sekitar US § 14.4 juta
( Article V. 1 ).

Hal ini dimaksudkan agar pemilik kapal tidak terlalu diru-
gikan untuk membayar ganti-rugi diluar Jjangkauan kemampuannya
sehingga mengancam kebangkrutan perusahaan kapal tanker,

Konvensi ini juga mewajibkan kapal yang mengangkut lebih
dari 2.000 ton minyak dalam bulk sebagail cargo untuk menutup
asuransi- atau jaminan keuangan lainnya, yang jumlahnya sesuail
dengan batas pertanggunganjawab pembayaran ganti-ruginya ( Ar -
ticle VII, 1 ). Manfaat ketentuan ini adalah negara peserta kon-
vensl dapat mengetahui kemampuan finansial dari pihak penanggung
atau pemilik kapal tanker, serta mendapat Jaminan yang kuat
bahwa penanggung atau pemilik kapal tenker tersebut sanggup dan=-
diwajibkan untuk membayar ganti-rugi apabila terjadi pencemaran
laut di wilayah perairan negara tersebut,

Sedangkan asuransi atau jaminan keuangan sedemikian harus-
dibuktikan dengan '"sertifikat" yang harus dibawa serta dalam
kapal ( Article VII., 2 ).

Sedangkan penuntutan ganti-rugi itu harus diajukan dalam

waktu tiga tahun sejak saat terjadinya kecelakaan kapal tanker.
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Perlu diperhatikan secara khusus bahwa kewajiban untuk
memberi gantl-rugi di dalam konvesi ini, adalah menyimpang dari
prinsip-prinsip yang ada mengenai ganti-rugi dalam kecelakaan
kapal di laut yang berlaku sebelumnya, adalah didasarkan atas
azas "Liability based on fault", yaitu bahwa tanggungjawab adalah
didasarkan pada kesalahan pihak pelaku yang harus dibuktikan ter-
lebih dahulu oleh pihak yang dirugikan.

Tetapli sekarang dalam jangkauan pertanggungjawaban konven=-
81 inl menganut suatu prinsip "Strict Tiability" artinya kewa -
Jiban membayar ganti-rugi yang timbul langsung sctelah terjadi
nya kerugian itu dengan tidak mempersoalkan salah atau tidaknya:
kapal tanker yang bersangkutan,

Hal ini dapat terlihat di dalam Amendement to Article
dari konvensi CLC yang berbunyi sebagai berikut : 1b‘)

"Paragraph 2 of article V  should read as follows

if the incident arose as a result of an act or

ommision of the owner done with intent to cause

damage, the letter shall no longer entitled to

avail himself of the limitation provided in parag-

raph 1 above"

"In paragraph 1 of article VI, replace in line 7

result of the owner's actual fault or privity by

result of an act or ommision of the owner done

with intent tu cause damage",

Disamping itu terdapat pula komentar dari delegasi belanda
terhadap amendement to article V, 15 pada persidangan Inter -

nasional legal Conference on marine Pollution damage 1969, ter -

sebut yaitu sebagal berikut :

14), I M C 0, Official Record of the International legal copnfe_ -
rence_on marine_ pollution damage, 1969, london, 1973,hal.?2.
15), I b i d, hal, 73,
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"Where as the draft convention is based on strict
liability of the ship owner with rather high
limit, there in neither justificaton nor need to-
provide that the ship owner can not limit his 1li-
ability in case the incident can be atributed to-
his on actual fault however small is the chain of
causation of the incident the need is the less as
international fund is constituted which will co -
verang damage for which ship owner is not liable
under the present draft'.

Bagl kepentingan nasional Indonesia, maka yang berazaskan

gtrict 1liability ini dirasakan lebih menguntungkan dibanding

kan dengan azas Liability based on fault mengingat :

1), Indonesia dalam proses deteksi maupun dalam pencegahan dan
penanggulangan pencemaran linglkungan laut masih dalam taraf
penguasaan teknologl sederhana, sehingga sulit membuktikan
kesalahan kapal tanker asing yang mengalaml kecelakaan dan
mencemarkan wilayah perairan Indonesia.

2). Hal ini dapat mempercepat proses pembayaran ganti~-rugl karena
penyelesalan kasus pencemaran laut akibat kecelakaan kapal
tanker yang merupakan kasus hubungan antar-negara dapat me =
makan waktu yang cukup lama,

Sedangkan kerugian konvensi ini bagi Indonesia mengingat
adanya azas nginrocitet ( azas timbal balik ) yang menadasari
setiap perjanjian adalah sebagal berikut :

1). Indonesia dapat dituntut dan dikenakan suatu jumlah ganti= -
rugi yang cukup tinggi, apabila kapal tanker milik pemerintah
Tndonesia ( Pertamina ) mengalami kecelakaan kapal dan men -
cemarkan perairan negara asing yang turut menjadi peserta

dalam konvensi ini.
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2). Adanya batas pertanggunganjawab yang tertinggi dari pemilik

kapal tanke;, dapat merugikan Indonesia dikemudian hari, apa
bila kapal tanker raksasa asing melewati Selat Malaka menga-
lami kecelakaan sehingga mengakibatkan kerugian materil dan
kerugian ekologis yang jumlahnya dapat melebihi batas
tanggungjawab, sebagaiaman diatur dalam '"fund convention"

( xonvensi dana Internasional ), tahun 1971, 18)

Sehubungan dengan ganti=rugi yang harus dibayar oleh pemi-

lik kapal tanker, dalam hal terjadinya pollusi minyak di laut ,

dapat dikemukakan pola ganti-rugi sabagal berikut :

1).

2)a

3)e

Protection and Indeminity Insurance, yang biasanya mengambil
patokan berdasarkan CLC on oil pollution damage, Brussel
1969 dengan jumlah maksimun sebanyak US § 14.400,000.-
Ganti-rugi pollusi minyak di laut berdasarkan pola TOVALOP
dengan pertimbangan ganti-rugi sebanyak US $ 100. untuk
setiap gros dengan ketentuan jumlah tertinggl tidak melebihi
Us § 10.000.000.-

Ganti-rugi pollusi minyak di laut dengan CRISTAL, sistem ini
memberikan ganti-rugi tertinggi,.yang tidak melebihi dari
Us § 320.000.,000.-

Demikianlah ‘beberapa aturan mengenai kompensasil yang lahir

dari berbagai konvensi Internasional yang diadakan oleh negara .

negara.

16). MD. Silalahi, Legal aspect of marine pollution in Tndonesia:
197

Jakarta, tahun

7, hal. 85.
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PENUTUP

5.1, Simpulan

Dari keseluruhan pembahasan terdahulu akhirnya dapat di=-

raih kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1).

2).

3)e

Pengaturan mengenal Fompensasi akibat pencemaran minyak di-
laut menggunakan azas tanggungjawab mutlak ( Strict Liability).
untuk perkara terhadap kerugian-kerugian pencemaran lingkungan
laut,

Terdapatnya ketidak sederajatan khususnya tingkatan kekuatan
ekonomi dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara
gantirugi tumpahan minyak. DBilasanya di satu fihak berupa
suatu perusahaan besar dan kuat yang tidak jarang berwujud
multi-national corporation ataupun bagian ( subdivision )dari
padanya sebagal pclaku pencemaran lingkungan laut, Di lain
fihak negara pantai, selaku korban pencemaran dan karenanya
menderita kerugian baik langsung maupun tidak langsung akibat
pencemaran minyak tersebut.

Bahwasanya sangat sukar untuk dapat membuktikan secara teknis
maupun secara hukum tentang adanya kesalahan pada fihak pela@u
pencemaran untuk dijadikan unsur konstitutif bagli pertanggung-
jawaban kerugian yang terjadi pada pelaku pencemaran. Juga

kesulitan sering dijumpai baik dalam menentukan besarnya
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5)

6).
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kerugian yang terjadi dan batas pertanggungjawaban kerugian-

nya maupun pembagian pertanggungjawaban jika terdapat 1lebih

dari satu pelaku pencemaran,

Dalam hubungan dengan pihak korban pencemaran lingkungan laut

dirasakan keperluan untuk dapat segera menanggulangi akibat

akibat dari pencemaran lingkungan laut itu yang sanéét di -

perlukan untuk :

a. Menghindari penyebapan kcruglan pencemaran lebih lanjut.

b. Meneruskan usaha-usaha yang terganggu bahkan mungkin ter-
henti akibat pencemaran tersebut, dan

c. Memberikan gantirugi yang wajJar bagi korban-korban pence-
maran yang berhak,

Tingkat teknologi kita yang terbatas dewasa ini baik dalam

artl kata pemilikan peralatan, pemusatan dari peralatan yang

terbatas dalam berbagail lokasi tertentu maupun dalam arti pé-

nyediaan tenaga yang cakap dan trampil untuk penanganannya

yang dipertentangkan dengan kemajuan teknologi di satu pihak

dan luasnya wilayah laut yang harus dijaga dan dipersiapkan

kemungkinan penanggungan pencemarannya,

Dalam hubungan pola penyelesalan hukum yang dicari yaitu

yang sebalknya diterapkan untuk penyelesalan masalah ganti-

rugi pencemaran akibat tumpahan minyak ternyata bahwa :

a. Pola penyelesaian dengan menggunakan ketentuan perbuatan
melanggar hukum adalah tidak dapat diandalkan lagi untuk

penyelesalan masalah gantirugi pencemaran minyak .
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b. Tiadanya yurisprudensi yang memberikan arah dan peluang

penyelesalan perkara gantirugi pencemaran minyak di laut,

5.2, Saran
1), Terhadap gantirugi pencemaran laut sebailknya diberlakukan

2)

3)e

L).

sebagal kasus "sul generis", yaitu dengan menerapkan azas
tanggungjawab mutlak ( strict 1liability ) pada pelakunya.
Memberlakukan azas gantirugi penuh ( absulut liability ) bagi
peristiwa tumpahan yang nyata-nyata memperlihatkan adanya
faktor kesalahan,

Perlu segera diciptakan ketentuan perundangan mengenai ling-
kungan hidup pada umumnya dan pencemaran pada khususnya be=
serta segenap ketentuan pelaksanaan yang mengandung azas
tanggungjawab mutlak sebagal sendi pokoknya.

Perlu ditetapkan suatu batas jumlah gantirugi tertinggi baik’
berdasarkan CLC, Funds, TOVALOP, CRISTAL maupun yang lainnya
yang dianggap paling tepat bagl penanganan kerugian khususnya

bagi berbagail lingkungan laut sesual dengan penggunaannya.
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: IAMPIRAN - TI -
5 Oktolier 1978 ;

MENCEANDUM
Kepada Yth. : Bapak Menteri Kehakiman R.I.

Hal : Showd Maru 0Ll Sgill Ecological Damage

I. Sebagaimana tercantum didam "Agreement and Release yang telah di-
tandatangani antara Kaasa dari The Brittania Stemship Insurance Assatia
tion Lid. sebayal penangguiyg jawah gantirugi darid Taiheiyo Kaion Compeéa-
ny Ltd. sclaku pemilik kapal Showa Maru dengan Kuasa Pemevintabh R.T.
pada tanggal 21 Desember 1976 maka -

Section 1; pihak Srittania Insurance telalt e laku=

a. Sesuai dengan

kan penbayaran schanyak USS1.200.000,-- yaitu berupa pembayaran alas ke

rugian keragian vang menygnoelut cnghos ongkos pombersihan dan viawind | T AR
fel Telite s TELlEly Bl 5 2 sace "rroduccion daftage” Sopeiii Ldvs
TEN S SElEm BRITLE - g = L &= Serer Tl tadts lam

:5 Coata" pemerincall ReotiklLl 1 s oslaniietahibad

bertanggal 29 Mei 1975.

b. Diswepiieg subaa. diatas maka Lerdasar Secltion 5 dari "Ag: cument

and Relesze® telih didetiijul untuk dibayar juga ongkos penelitian (survey

costs) hirsgga jumlal tertinggi UE$100.000,-- untuk aenentukan sSampad bee

rapa jauh terdapalnya necological damage" dan "besarnya production dama-

ge" diatas. Pembayaran mana telah dilakukan kepada Team Survey Ecologic

yang dibentuk herdasar 5.K. Bapak Menteri Kehakiman MNo.Y.S.I1/4/9-1977.

IT. Sebagai kelanjutan dari hal tersebut diatas maka telah diambal pe-

ngertian bLevsawa babwa

a. Akan dibuat schuah laporan bersama dari team survey ckologis yany

terdiri dari Dr. J.M. Baker disatu pihak selaku marine biologist lipublik
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LAMPIRAN - TII

THTERHATIOHAL CONVENTION OH CIVIL LIABILITY FOR OIL PULLUTIOH DEMAGE.

1
"
[{D
e
tn
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\

n

l

-

The States Farties to the nresent Convention,

Conscious of the dangers of pollution posed by the worlwide mari-

time carriage of oil in hulk,

Convinced of the necd to ensure that adequate compensation is a-
vailable Lo parsons who suffer damage caused by pollution resulting

tram the escape or discharge of oil from ships.

Desiring to adopt uniform international rules and proceduras for
determining questions of liability and providing “adequate compensation

in such cases,

llave agreed as follows

Article I
]

For the purposc:s of this Convention :

1. “Ship" means any sea-going vessel and any seaborne craft of any

Lype whatsoever, actually carrying oil in bulk as CArgo.

2. "person® means any individual or partnership or any public or
private body, whether corporate or not, including a State or any of ils

constituent subdivisions.

3. "Owncer" means the person or persons registered as the owner of

the ship or, in Lhe abseunce of registration, the person or persons own-

ing the ship. However in the case of a ship owned by a State and ape-
rated by a company which in that State is registered as the ship's ope-

rator, "owner" shall nean such company.

4. "State or the ship's registry" means in relation to registercd
ships the Stale of registration of the ship and in relation to unregis-

tered ships the State whose flag the ship is flying.

5. "O11" means any persistent oil such as crude oil, fuel oil,




heavy dicse! oil, lubricating oil and whale oil, whether conried dn board

a ship as cargo or in the bunkers of such a ship

6. "Pollution damage' means loss or damage caused oulside the ship
carrying o0il by contamination resulting from the escape or discharge of
oil from the ship, wherever such escape or discharge may coccur, and in-
cludes the costs of preventive measures and further loss oo damage

caused by preventive measures.

7. "Preventive measures'" means any reasonable measurcvs taken by any
person arfter an incident has occured to prevent or minimirve pollution
damage .

8. "lncident" means any occurrence, or series of occurrences having

. . . ] s
the same arigin, which causes pollution damage.

9. "Organization" mecans the Inter-Governmental Maritiue consulta -
tive Organization.

.

Article II

This Convention shall apply exclusively to pollutipn damage caused
on the territory including the territorial sea of a Contracting State

and to preventive measures taken to prevent or minimize such damage.

Article III

1. Except as provided in paragraphs 2 and 3 of this Arcticle, the
owner of a chip at the time of an incident, or where the incident con-
sists of a series of occurrences at the time of the first such occuren-
ce, shail Lbe liable for any peollution damage caused by oil which has
escaped or been discharged trom the ship as a result of the Incident.

2. Mo liability for pollution damage shall attach to the owner AF

he.proves Lhat the damage; ;

(a) resulted fram an act of war, hostilities, civil war, insurrec-

tion or a natural phencmenon of an exceptional . inevitable and




irresietiple character, or

(E) was whells mad:

hw z; zst or cmission dons with incsic ta

cause Qamadge by a thirad party, @r

(¢) was wholly causced by the negligence or other wrongful act of
any Government or  olther anthority responsible for the hain -
tenance of lights or other navigational aids in the exercise of

that function.

3. If the owner proves tyat the pollution damage resulted wholly or
partially either from an act or omission done with intent to cause damage
by the person who suffered the damage or from the negligence of that
person, the owner may be exonerated wholly or partially frowm his liabi-

lity to such person.

4. No claim for compensalbion for pollution damage shall be made
against the owner otherwise than in accordance with this Conveuntion. No
claim for pollution damage under this Convention or otherwise way Le

made against the servants or agents of the owner. *

5. Nothing in this Convention shall prejudice any ritjht of recourse

of the owner against third parties.
Article IV '

When oil has cscaped or has been discharged from two or morce ships,
and pollution damague results therefrom, the owners of all the ships
concerned, unless cxoneratoed under Article IIT, shall be jointly and

severally liable ror all such dawage which is not reasonably scparable.
Article V ‘

1. The owner of a ship shall be entiled to limit his liabilityunder
this Counvention in respect of any one incident to an aggregate amount of
2,000 francs for each ton of the ship's tonnage. However, this aggregate

amount shall not in any eévent excecd 210 million francs.

2. If the incident occurred as a result of the actual rfault or privity

of the owner, he shall not be entitled to avail himself of the limitation




provided in paragraph I of Lhis Article.
3. For the purpuse of availing himself of the benefit of limitation
provided for in paragraph I of this Article khe owner shall constitute
a fund for the total swa representing the limit of his liability vith
the Court or otlwr cbmpéucnt auLhdrity of any one of the Contracting
States in which acticn is breocught under Article IX. The fund can Le
constituted either Ly depositing the sum or by producing a LdnktjulehLuc
or other guarantce, acceptable under the legislation of the Contracting
State where the fund is constituted, and considered to be adequate by the

Court or another competent authority.

4. The fund shall be distributed among the claimants in proportionto

the amounts of their established claims. =

5. If before the fund is distributed the owner or any of his servants
or argents or any person providing him insurance or other financial secur-
ity has as a result of the incident $p question, paid compensation for
pollution damage, such person shall, up to the amount he has paid,acquire
by subrogation the rights which the person so campensated would have

enjoyed under this Convention.

6. The right of subrogation provided.for in paragraph 5 of Lhis Ar-
ticle may also be vxuercised by a person other than those mentioned therein
in respect of any amount of compensation for pollution damage which he
may have paid but only to the extent that such subrogation is permitted

.under the applicable national law.

7. Where. the owncr or any other person establishes that he may be
compelled to pay at a later date in whole or in part any such awount oOF -
compensation, with regard to which such person would have enjoyed a right
of subreocgation under paragraphs 5 or 6 of this Article, had the compensa-
tion been paid bLefore the fund was distributed, the Court or other com -
petent authority of the Stale where where the fund has been coustituted
may order that a sufricient sum shall be provisionally set aside Lo wuable

such person at such later date to enforce his claim against the rund.

8. Claims in respect of expenses reasonably incurred or sacrifices

reasonabiy made Ly the owner voluntarily to prevent or minimize pollution




damage shall rank equally with other claims against the fund.

9. phe franc mentioned in this Article shall be a unit consi:-ting ot

e = . .t . . — 5
sixty-five and a halr milligramns of gold of millesimal fineness fil ne
hundred. The amonnt wentioned in paragraph I of this Article shall Le
converted into Lhe national currency of the State in which the [und is

being constituted on the basis of the value of that currency by 1 cference

ti the unit defined above on the date of the constitution of the rund.

10. For the vurpose of this Article the ship's tonnage shall be the
net tonnage of the ship with the addition of the amount deducted from the
gross tonnage on account bf engine room space for the purpose of ascer -
taining the net tonnage. In the case of a ship which cannot be mcasured
in accordance with the normal rules of tonnage measurement, the shiphs
tonnage shall be decuwed to be 40 per cent of the weight in tons (of 2240

1bs) of oil which the ship is capable of carrying.

11. The insurer or other person providing financial security shall

pbe entitled to constitute a fund in accordance with this Article on the

same conditions and having the same effect as if it were constituted by
the owner. Such a fund may be constituted even in the event of the actual
fault or privity of the owner but its constitution shall in that case

not prejudice the rights of any c¢laimant against the owner.

Avrticle VI

1. Where the owner, after an incident, has constituted a fund in

accordance with Article Vv, and is entitled to limit his liability,

(a) no person ha@inq a claim for pollution damage arising out of tat
incident shall be entitled to exercise any right against any
other asusets of the owner in respedt of such claim;

(b) the Court or other compuetent authdrity of aﬁy Contracting State
shall order the release of apny ship or other property bulongiﬁg
to the owner which has been arrested in respect of a claim for
pollution damage arising out of that incident, and shall similar-
ly release any bail or other security furnished to avoid such

arrest.




2. The foregoing shall, however, only apply il the claimant hias
access :to the Court adminiscering the Fund and the fund is

actually available in respect of his claim.

Article VII

1. The owner of a ship registered in a Contracting State and carry-
ing more than 2,000 tons of oil in bulk as cargo shall be requircd to
maintain insurance or other financial sucurity, such as the Yula antee of
a bank or a certiticate delivered by an international compensalion Fund,
in the sums fixed by applying the limits of liakility prescribod in
Article V, parayraph I to cover his liability for pollution dau..je under

this Convention. -

2. A certificate attesting that insurance or other financial secur-
ity is in force in accordance with the provisions of this Co..vencion
shall be issued to each ship. It shall be issued or certified by the
appropriate authority of the State of the ship's registry after detendn-

‘inq that the raquirements of paragraph 1 of this Article have leen caapli-
ed with. This certificate ghall be in the form of the annexed model and

shall contain the following particulars:

(a) name of ship and port of registration;

(b) name and principal plage of business of owner;

(c) type of sccurity;

(d) name and principal place of business of insurer or oth.r person
giving security and, where appropriate, place of busin.ss where

the insurance or security is established;

(c) period of validity of certificate which shall not be longer than

the period of validity of the insurance or other security.

3. The certificate shall be in the official language or lanyuages of
1
the issuing State. Tf the language used is neither English nor French ,

the text shall include a translation into one of these languagces.

4. The certificate shall be carried on board the ship and a copy
shall be deposited with the authorities who keep the record ol the i

ship's registry.




5. Eh alSurainie “r CLLEr f.rancial securlty snell not s&tisty TI.E
crequirements of thishrticle if it can cease, for reasons other than the
expiry of the pericd of validity of the insurance or security sj.ecifica
in the certificate under paragraph 2 of this Article, before three months
have elapsed from the date on which notice of its termination is gliven to
the authorities referred to in paragraph 4 of this Article, unless the
certificate has bheen issued within the said pericd. The foreqgolng [ro-
visions shall similarly apply to any modification which results in the
insurance or security no longerc satisfying the requirements of this

Article.

6. The Statc of registry shall, subject to the provisions o Lhis
Arricle, determine the conditions of issue and validity of the uurtifi—.
cate.

7. Certificate issuecd or rcrtificd.under the authority of a Con -
tracting State shall be accepted by other Contracting States for the
purposes of this Convention and shall be regarded by cther Contracting
States as having the same force as certificates issued or certified by
them. A Contracting State may at afly time request consultation with the
State of a ship's registry should it believe that the insurer Oy yuarantor
pnamed in the certificate is not financially Eapuhle of meetiny the

obligations imposcd by this Convention.

8. Any claim for compensaﬁion for pollﬁtibn damage may be bLrought
directly against the insurer or other person providing financial security
for the owner's liability for pollution damage. 1In such case Lhe dedfendant
may, irrespective of the limits of liability prescribed in Article N 4
paragraph I. le way further avail himself of the defences (othew thian
the bankruptcy or winding up of the owner) which the owner himsclf would
have been entitled to invoke. Futhermore, the defendant may avail himself
of the defence that the pollution damage resulted from the wilful wis -
conduct of the owner himself, but the defendant shall not avail h\maclt
of any other defence which he might have been entitled to invoke 1n pro-
ceedings broughit by the owner against him. The defendant shall in any

event have the right to tequire the owner to be joined in the procecdings. .

9. Any sums provided by insurance or by other financial seeurity




maintained in accordance with paragraph I of this Article shall l.e
available exclusively for the satisfaction of claims under this con-

vention.

10. A Contracting State shall not permit a ship under its rlag to
which this Article applies to trade unless a certificate has Leen issued

under paragraph 2 or 12 of this Article.

11. Subject to the provisions of this Article, each Contracting State
shall ensure, under its national legislation, that insurance or other
security to the extent specified in paragraph I of this Article is in
force in respect of any ship, wherever registered, entering or lcaving
a port in its territory, or arriving at or leaving an off shore terminal
in its territorial sea, if sthe ship actually carries more than 2,000

tons of o0il in bulk as cargo.

12. If insurance or other financial security is not maintained in
respect of a ship cwned by a Contracting State, the provisions of this

. Article relating thereto shall not be applicable to such ship, but Lhe
ship shall carry a certificate issued by the appropriate authoritics of
the State of the ship's reqiﬁtry stating that the ship is owned by that
State and that the ship's liability is covered within the limits Prey -
cribed by Article v, paragraph 1. Such a certificate shall follow as

closely as practicable the modsl prescribed by paragraph 2 of this mticle.

Article VIII

- . 1 Iy - . 3
Rights of cowmpcnsation under this Convention shall be extinguisled
unless an action is Lrought thercunder within three years from the date
when the damage occurred. However, in no case shall an action be Lroughe

after six years froam the date of the incident which caused tha Enaatdy

Where this incident cencist of a series of occurrences, the six years!

period shall run from the date of the first such occurrence.

Article IX

1. Where an incident has caused pollution damage in the territory
including the territorial sea of one or more Contracting States, gy .

weVall—

tive measures have been taken to prevent. or minimize pollution damvje in
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&
such territory including the territorial sea, acticns for colipefizailan
may only bLe bhrought in the Courts of any such Contracting State i stales.

Reasonable notice of any such scltion shall be given to the defendait .

2. pach Contracting state shall ensure that its Courls possess Lhe

necessary jurisdiction to cntertain sunh actions for compensation.

3. After the rund has been constituted in accordance with Article V
the Courts of the State in which the fund is constituted shall be ex -
clusively competent to devermine all matters relating to the apportich=

ment and distribution of the fund.

Article X

1. Any judgment given by a Court with jurisdiction in accordance vith
Article 1% which is enforceable in the State of origin where it is  no
longer subiject to ordinary forms of review, shall be recognized in any
Contracting State, except :

(a) where the judgment was obtained by fraud; or

(b) where the detendant was not given reasonakle notice and a fair

opportunily to vresent his case.

2, A judguent rudnunizuﬂ under paragraph 1 of this Article shall lLe
enforceable in each Contracting State as soon as the formalites reqguir-
ed in that State have been complied with. The formalities shall not

permit the merits of the case to be re-opened.

Article XI

1. The provisions of this Convention shall not apply to warships or
other ships owned or operatcd by a State and used, for the time leing ,

only on Government non-commercial service.

2. With respect to ships owned Ly a Contracting State and used for
commercial purposes, each ftate shall be subject to suit in the juris =
dictions set forth in Article IX and shall waive all defences bascd  on

its status as a sovereign State.




Article XII

This Convention shall superscde any International Counventions in
force or open for signature, ratification or accession at the dale on
which the Convention is opened for signature, but only to the extent tat
such Conventions would be in conflict with it; however, nothing in this
hrticle snall affect tre coligaticns of Contracting States e nof-oon -

tracting States arising under such International Conventions.

(FINAL CLAUSES OMITYED) -
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TAMPIRAN - TV
NHEX 2

NTERNATIONAL COMVENTION ON ‘ML ESTABLISHMENT OF AN THTEROATIONAL  FULD

OR COMPENSATION FOR OIL POLLUI'ION DAMAGE.

( SUPPLEMEMNTARY 1O UL INTERNATTONAL CONVENTION OH CIVIL L1ABLLIY PO

OIL POLLUTLION DAMAGE, 19G69).

(Bfussels, 18 December 1971)

The States Parties to the present Convention,

Being Parties to the International Convention on Civil Liability

for 0il Pollution Damage, adoplted at Brussels on 29 November 196u,

Conscious of the dangers of pollution posed by -the world--uide
maritime carriage of oil in bulk.

Convinced of the need to ensure that adequate compensation is a-
vailable to persons who suffer damage caused by pollution resulting from

the escape ar discharge of oll from ships,

Considering that the Intcrnasional'Convent102 of 29.HNovmeber 1969,
on Civil Liability for 0il Pollution Damage, by providing a regine for
compensation for pollution damage in Cuﬁtracting States and for thecosts
of measures, whercever taken, to prevent or minimize such danage, repre-

sents a considerable proyress towards the achievement of this aiw.

Considering however that this regime does not afford full cowpen-

sation for victims of oil pollution damage in all cases while it im-

poses an additional financial .burden on shipowners.

Considering further that the economic consequences of oil palution
damage resulting from the escape or discharge of oil carried in Lulk at
sea by ships should not exclusively be borne by the shipping industry

but should in part be borne by the oil cargo interests.

Convinced of the need to elaborate a compensation and indemnifica-
tion systém supplementary to the International Convention on Civil Lia-
bility for 0il Poullution Damage with a view to ensuring that full com-
pensation will be available to victims of oil pollution incidaents and

that the shipowners are at the samne time given relief in respect of the




additional financsial burdens inposed on them by the said Conventlin.

Paking note of the kesolution on the Establishment of an Iuterna-
tional Compensation Fund for 0il Pollution Damage which was adcpied  on
29 November 1969 by the International Legal Conference on Marine vollu-

tion Damage.
Have aqreed as follows :

General Provisions
Article 1
For the purpose of this Convention -
1. "Liability Convention" mecans the International Convention on
Civil Liability for Oil pollution Damage, adopted at Brussels on 29 Ho-

vember 1969.

2. “ship", "Person", "owner", "0il", "pogllution Damage”, "preventive

Measures", "Incident" and *Organization®, have the same meaning . as in
Article I of the Liability Convention, provided however that, f[or tlie
purposes of these Lerus, "0il" shall be confined to persistent hydro-

carbon mineral oils.

3. scontributing Oil" means crude o0il and fuel oil as defined in

sub-paragraphs (a) and (b) below

(a) "Crude 0il" means any ligquid hydrocarhon mixture occutsing nas
turally in the earth whether or not treated to remder i su-
itable for transportation. lt also includes crude oil. £ raa
which certain di;tillntc fractions have been removed S time s
referred to as “topped crudes") or to which certain di=tillate
fractions have been added (sometimes referred Lo as “gii ked"
or "reconstituted" crudes).

(13) “Fuel Oil" wmeans heavy distillates or rasidues from ciude Gk}
or blends of such materials intended for use as a fuel ror the
production of heat or power of a quality equivalent to Lhe
wpmerican Society for Testing and Materials" Specirication for

Number Four Fuel 01l (Designation D 396-69)", or heavier.




4. "Franc" mcans the unit referred to in Article V, paragiraph 9 of

the Liability Convention.

5. "Ship's tonnage" has the same meaning as in Article V, paragraph

10, of the Liability Convention.
6. "ron", in relation to o0il, means a metric ton.

7. "Guarantor' means any person providing insurance or other Finar
cial security to cover an owner's liability in pursuance of Article VIT,

paragraph 1, of the Liability Convention.

8. "Terminal installation" means any site for the storayc of il in
bulk which is capable of receiving oil from waterborne transpo:tation ,

including any facility situated off-shore and linked to such site.

9. Where an incident consists of a series of ozcurrences, it shall

be treated as having occurrad on the date of the first such occurrence.

\ Article 2

1. An International Pund for compensation for pollution duawage, Lo
be named "The ITnternational 0il Pollution Compensation Fund" it hece-
inafter referraed to as “The Fuand', is hereby established with the fol-

lowing aims

(a) to provide compensation for pollution damage to the exlent that
the protection afforded by the Liability Convention is ina-
dequate;

(b) to give relief to shipowners in respect of the additional fi-
nancial burden imposed on them bf the Liability Convention,
such relief being 5ubjécL to conditions designed to ensure com-
pliance with safety at sea and other conventions;

(c) to give effect to the related purposes éet out in this conven-

tion.

2. The Fund shall in each Contracting State be reccgnized as a legal
person capable under the laws of that State of assuming rights and ob-

ligations and of being a party in legal proceedings before the courts of

o




that State. Each Conltracting State shall recognize the Director of the
Fund (hereinafter referred to as "I'he Director") as the legal represen-

tative of the PFund.

Article 3

his Convention shall apply :-

1. with regard to compensation according to Article 4, exclusively
to pollution damage caused on Lhe territory including the territorial
sea of a Contracting State, and Lo prevenlive measures taken Lo prevent

or minimize such damage;

2. with regard to indemnification of shipowners and their quaran -
tors according to Article 5, exclusively in respect of pollution damage
caused on the territory, including the tefritorial sea, of a State par-
ty to the Liability Convention, by a ship registered in or flying the
flag of a Contracting State and in respect of preventive measures taken

to prevent or minimize such danage. ' '

Compensation and indenmnification

Article 4

1. For the purpose of fulfilling its function, under Afticle 2, pa-
ragraph 1 (a), the Pund shall pay compensation to any person surfering
pollution damage if such person has been unable to obtain full and ade-
quate compensation tor the damage under the terms of the Liability Con-

vention,

(a) because no liability for the damage arises under the Liability
Convention; .

(b) because the owner liable for the damage under the Liability
Convention is financially incapable of meeting his ebligjations
in full and any financial security that may ke provided under
Article VID of that Convenlion does not cover or is inwurficient
to satisfy the claims for compensation for the damaje; =nowner

being treaced as financially incapable of meeting his wlliga -




tions and a financial security being treated as insufficient 1E
the person suffering the damage has been unable to obtain full
satisfaction. of the amount of compensation after having taken
all reasonable steps Lo pursue the legal remcdies available to
him; .

(¢) because the damage exceeds the owner's liability under the Lia-
bility Convention as limited pursuant to Article V, paragraph 1,
of that Convention or under the terms of any other intervational
Convention in force or open for signature, ratification or ac -

cession at the date of this Convention.

Expenses reasonably incurred or sacrifices reasonably made by the
owner voluntarily to prevent or minimize pollution damage shall be treat-

ed as pollution damage for the purposes of this Article.

2. The Fund shall incur no obligation under the preceding paragraph

(a) it proves thar the pollution damage resulted from an act-of war,
hostilities, civil war or insurrection or was caused by oil which
has escaped or been discharged from a warship or other ship owned
or operated by a State and used, at the time of the incident ,
only on Government non-commercial service;
or

(b) the claimant cannot prove that the damage resulted from an in -

cident involving one or more ship.

3. IFf the 'und proves thae the pollution damage resulted wholly o
partially either from an act or omission done with intent to cause damage
by the person who suffered the damage or from the negligence of that
person, the Fund may be exoncrated wholly or partially from its cbliga -
tfon to pay compensation to such‘person provided, however, that thereshall
be no such exoneration with regard to such preventive measures vhich are
compensated under paragraph 1, The Fund shall in any event be exonerated
to the extent that the shipowner may have been exonerated under Article

III, paragraph 3, of the Liability Convention.
|l
q. (a) Lbxcept as otlerwise provided in sub-paragraph (b) of this para -

pAE




graph, the aggregate amount of compensation payable by the Fund

under this Article shall in respect of any one incident be limit

ed, so that the total sum of that amcunt and the amount of Com -

pensation actually paid under the Liability Convention fur pollu-

tion damage caused in the territory of the Contracting States ,
including any sums in respect of which the Fund is under an ob -
ligation to indemnify the owner pursuant to Article 5, paragraph
1, of this Convention, shall not exceed 450 million francs.

(b) The aggregate amount of compensation payable by the Fund under
this Article for pollution damage resulting from a natural phe -
nomenon of an exceptional? inevitable and irresistible character

shall not exceed 450 million francs. <

5. Where the amount of established claims against the Fund exceeds
the aggregate amount of compensation pavable under paragraph 4, the anount
available shall be distributed in such a manner that the proportion bet-
~ween any established claim and the amount of compensation actually recover-
ed by the claiwant under the Tiability Convention and this Convention shall

be the same for all claimant.

6. The Asscubly of the Fund (hereinafter referred to as "the Assembly')
may, having regard to the experience of incidents which have occurred and
in partocular the amount of dﬁmage resulting therefrom and to changes in
the monetary values, decide that the amount of 450 million francs referced
.to in paragraph 4, sub«pa}agraphs (a) and (b), shall be changed; provided,
however, that this amount shall in no case exceed 900 million rfrancs or
be lower than 450 million francs. The changes amount shall apply to in-

cidents which occur after the date of the decision effecting the change.

7. The Fund shall, at the request of a Contracting State,use its good
of fices as necessary to assist that State to secure promptly such per =
sonnel, material and services as are necessary to enable the State to
take measures to prevent or mitigate pollution damage arising from an
incident in respect of which the F?“d may be called upon to pay coupensas=

tion under this Convention.




§. The Fund may on conditions to be laid down in the Internal Regula-
tions provide credit facilities with a view to Lhe taking of jproeventive
measures against pollution damage avising from a particular incident in
respect of which the Fund may be called upon to pay compensation under

this Convention.

Article 5

1. For the purpose of fulfilling its function under Article 2, para-
graph 1 (b), the Fund shall indemnify the owner and his guarantor, for
that portion of the aggregate amount of liability under the Liability

Convention which :

(a) is in excees of an awmount eqguivalent to 1,500 francs for each
ton of the ship's tonnage or of an amount of 125 million francs,
whichever is the less, and ‘

(b) is not in excess of an amount equivalent to 2,000 francs for
cach ton of the said tonnage or an amount of 210 million francs;
whichever is the less, ’ .

provided, however that the Fund shall incur no obligation under this
paragraph where the pollution damage resulted from the wilful wisconduct

of the owner himself.

2. The Assuvubly may decided that the Fund shall, on conditions to be
laid down in the Internal Regulations, assume the obligations or a B
guarantor in respect of ships referred to in Article 3, paragraph 2,with
regard to the portion of liability referred to in paragraph 1 o1 this
Article.

However, the Fund shall assume such obligations only if the owner SO
requests and if he maintains adequate insurance or other financial secur-
ity covering the owner's liability under the Liability Convention up to
an amount equivalent to 1,500 francs for each ton of the ship's tonnage ’
or an amount of 125 million francs, whichever is the less. If the P
assumes such ohligations, the owner shall in each Contracting st~
considered to have complied with Article VII of the Liabilit

in respect of the portion of his liability mentioned abov




3. The Fund may be exonerated wholly or partially from its ohliga -
tions under paragraph 1 towards the owner and his guarantor if thie Fund
proves that as a result of the actual fault or privity of the owncr:

(a) the ship from which the oil causing the pollution damagc cscaped

did not comply with the requirements laid down in :

(i) the International Convention for the Prevention of Follu-

tion of the Sea by oil, 1954, as amended in 1962; or

(ii) the Internaticnal Convention for the Safety of Life at Sea,

1960; or
(iii) the International Convention on Load Lines, 1966; or

(iv) the International Requlations for Preventing Collisions at

Seca, 1960; or

(v) any amendments to the above-mentioned Conventions which
have been determined as being of an important nature in

accordance with Article XVI (5) of the Convention mention-
ed under (i), Article IX (e) of the Convention mentioned
under (ii) or Article 29.(3) (d) or (4) (d) of the Con -
vention mentioned under (iii), provided, however, that such
amendments had been inforce for at least twelve months at

the time of the incident; and

(b) the incident or damage was caused wholly or partially by such
non-compliance . !
The provisions of this paragraph shall apply irrespective of uhether
the Contracting State in which the ship was registered or whose flag it

was flying is a party to the relevant Instrument.

4. Upon the entry into force of a new Convention resigned to replace,
" in whole or in part, any of the Instruments specified in paragraph 3,the
Assembly may decide at least six months in advance a date on which the
new Convention will replace such Instrument or part thereof for the pur-
pose of paragraph 3. However, any State Party to this Conventioun may
declare to the Director before that date that is does not accept.  such
replacement; in which case the decision of the Assembly shall have no

effect in respect of a ship registered in, or flying the flag or, that
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State at the time of the incident. Such a declaration may be withdiawn

at any later date and shall in any event cease to have effect when the

State in question hecowmes a party to such new Convention.
5. A ship complying with the requirements in an amendment to an Ins-

trument, specified in paragraph 3 or with regquirements in a new Canven-

tion, where the amendment or Cconvention is designed Lo replace in whole

or in part such Instrument, shall be considered as complying with the

requirements in the said Instrument for the purposes of paragraph 3.

6. Where the Fund, acting as a guarantor by virtue of paragraph 2 ,

has paid compensation for pollution it shall have a right of recovery
from the owner if and Lo the extent that the Fund would have been uxpner-

ated pursuant to paragraph 3 from its obligations under paragraph T to

indemnify the owner.

7. Expenses reasonably incurred and sacrifices reasonably made by

the owner voluntarily Lo prevent or minimize pollution damage shall be

treated as included in the owner's liability for the purposes of this
Article.

Article 6
4 or indemnification under

1. ights to compensation under Article

Article S shall he cxlinguishedunless an action is brought thercunder or
3|

a notirication has been made pursuant to Article 7, paragraph 6, within
three years from the date when the damage occurred. However, in nu case

shall an action be brought after six years from the date incident which

caused the damage.

2. llotwithstanding paragraph 1, the right of the owner or his

4 fran the Fund pursuant to Article 5 .

cELaion

extinguished before the expiry of a

period of six months as from the date on which the owner or his guarantor

acquired knowledge of the bringing of an action against him under the

Liability Corvention.




Article 7

1. Subject to the subsequent provisions of this Article, any action
against the Fund for compensation under Article 4 or indemnification
under Article 5 of this Convention shall be brought only before a courtl
competent under Article TX of the Liability Conﬁentinn in respect of
actions against the owner who is or who would, but for the provisions
of Article I1I, paragraph 2, of that Convention, have been liable tor

pollution danage caused by the relevant incident.

2. Each Contracting State shall ensure that its courts possess the
necessary jurisdiction to entertain such actions against the Fund usare

referred to in paragraph I.

3. Where an action for compensation for pollution damage has Leen
brought before a court competent under Article IX of the Liability Con-
vention against, the owner of a ship or his guarantor, such court shall
have exclusive jurisdictional competence over any action against the
Fund for compensation or indemnification under the provisions of Article
4 or 5 of this Convention in respect of.the same damage..However, where
an action for compensation for pollution damage under the Liability Con-
vention has been brought hefore a court in a SEate Party to the Liability
Convention but not to this Convention, any action against the Fund under
Article 4 or Article 5, paragraph 1, of this Convention shall at the op-
tion of the claimant be brought either before a court of the State where
the Fund has its headquarters or before any court of a State Perty Lo

this Convention competent under Article IX of the Liability Convention.

4. Each Contracting State shall ensure that the Fund shall have the
right to intervene as a party to any legal proceedings instituted in
accordance with Article IX of the Liability Convention before a compe -

tent court of that State against the owner of a ship or his guarantor.

5. Except as otherwise provided in paragraph 6, the Fund shall not
be bound by any judgment or decision in proceedings to which it has not

been a party or by any settlement to which it is not a party.




6. Without prejudice to the proviéions of paragraph 4, where an
action under the Liability Convention for compensation for pollatLion
damage has been brought against an owner or hié guarantor, before a com-
petent court in a Contracting State, each party to the proceedings shall
be entitled under the national law of that State to notify the lund of
the proceedings. Where such notification has been made in accordancewith
thg formalities required by the law of the court scized and in Luch ULimc
and in such a manner that the lfund has in fact been in a position effec-
tively to intervene as a party to the proceedings, any Jjudgment rvendered
by the court in such procecedings shall, after it has become final and
enforceable in the State where the judgment was given, become binding
upon the Fund in the sense that the facts and findings in that judguent
may not be disputed by the Fund even if the Fund has not actually in-

tervened in the procecdings.

Article 8

Subject to any decision concerning the distribution referred to in
Article 4, ﬁéragraph 5, any judgment giﬁen against the Fand by & court
ha&ing jurisdiction in accordance with Article 7, paragraphs 1 and 3,
shall, when it has become enforceable in  the State of origin and is in
that State no longer subject to ordinarf forms of review, been iccognized
enforceable in each Contracting State on the same conditions as are

prescribed in Article X of the Liability Convention.

Axticle 9
L]

1. Subject to the psovisions of Article 5, the Fund shall,in respect
of any amount of compensation for pollution damage paid by the Fund in
accordance with Article 4, paragraph 1, of this éonvention, acquire by
subrogation the rights that the person so compensated may enjoy under

the Liability Convention against the owner or his guarantor.

2. Nothing in this Convention shall prejudice any right of rccourse 4

or subrogation:-of the T'und against persons other than those referred to

in the preceding paragraph. In any event the right of the Fund to sub -




rogation against such person shall be not less favourable than that of

an insurer of the person to whom compensation or indemnification has

been paid.

3. Without prejudice to any other rights of subrogation or rccourse
against the Fund which may exist, a Contracting State, or agency thereof,
which has paid compensation for pollution damage in accordance wilh pro-
visions of national law shall acquire by subrogation the rights which

the person so compensated would have enjoyed under this Convention.

(Article 10 to 41 onitted)




TAMPIRAN - V
RNNEX 3

TANKER OWNERS VOLUNTARY AGREEMENT COMCERNING LIABILITY FOR OIL POILLUTION

(Incorporating Amendments up to 1 June 1978)

Preamble .

+ The Parties to this Agreement are Tanker Owners and Bareboat Charter-
ers. By means of the Tanker OQwners Voluntary Agreement Concerning lia -
bility for 0il Pollutin dated as of January 7, 1969, as amanded,
(hereinafter called "TOVALOP") the Parties took constructive measures Lo
mitigate and provide compensation for damage by o0il pollution from ‘tinkers .

The Parties recognise that the coming into force on June 19, 1975 of
the International Convention on Civil Liability for Bil Pollution hamage,
1969 (hereinaftcr called the "Liability Convention"), and the addiLional
ratifications and accessions to that Convention which have occurred since

that date, have established in nuwerous areas of the world an interna -

tional legal regime for compensating Persons (including Governments) who

sustain Pollution Damage resulting from the discharge of 0il from Tunikers.
The Parties recognise also that the Liability Conventicn has remedied in
large part deficiencies in traditional maritime law for which TOVALOP
offered substantial relief. However, the Parties are aware of the fact
that there are still substantial areas of the world where the Liability

Convention does not apply and to which its benefits and protection may

not be extended for some time:There fore, pending the widesprea appli -

cation, they have decided to amend TOVALOP, effective as from noon G.M.T.
June 1, 1978, so as to provide in these latter areas, in respect of In-
cidents which occur after, that date, benefits and protection geﬁerally
comparable with those available under the Liability Convention,together
with certain other benefits and protection.

Accordingly, the Parties, and such other Tanker Owners and Bareboat
Charterers as may hereafter become Parties, in consideration of their
mutual promises, have agreed with one another and do hereby agree as

follows : i

l. Definitions

Whenever the following words and .phrases appear in the Preamnble and




other

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
(.E)
(g)

(h)

(1)

Clauses hercof, they shall have the meaning indicated below :
"Tanker" means any sea-going vessel and any sea-borne craft of
any type whatsoever, designed and constructed for carrying 0il
in bulk as cargo,whether or not it is actually 'so carvying 0il,
"Person" means any individual or partnership or any public or
private body, whether corporate or not, including a State or any
of its constituent subdivisions.

"Owner" means the Person or Persons registered as the owicr of
the Tanker or, in the absence of registration, the Person or
Persons owning the Tanker. However, in the case of a Tanker

owned by a State and operated by a company which in that State

is registered as the Tanker's operator, "Owner" shall mean such

- company . Notwithstanding the foregoing, in the case of a Tanker

under bareboat charter, "Owner" means the Bareboat Chartecrer.
"Bareboat Charterer" means the Person (or Person) who has charter-
ed a Tanker upon terus which provided, among other things, that
the Charterer shall have exclusive possession and control of ,the
Tanker during the life.uf the charter.

"Party" means a Party to this Agreement.

"Participating Owner" means the Owner of a Tanker who is a Party.
"0il" means any persistent hydrocarbon mineral oil such as crude
oil, fuel oil, heavy diesel oil and lubricating oil whether or
not carried as carqo.

"Pollution Damage" means loss or damage caused outside tle ‘lanker
by contamination resulting from the escape or discharge of 0©il
from.the Tanker, wherever such escape or discharge may occur
provided that the loss or damage is caused on the territory, in-
cluding the territorial sea, of any State and includes the costs
of preventive Measures, wherever taken, and further loss or dama-
ge caused by Preventive Measures but excludes any loss or Jdamage
which is remote or speculative, or which dces not result directly
from such escape or discharge.

"Preventive Meusu}es“ means any reasonable measures taken by any
Person after an incident has occurred to prevent or minimise

Pollution Damage.




d"

(3)

(k)

(1)

(m)

(n)

(o)

(p)

‘

"Incident" means any accurrence, or series of occurrences having
the same origin, which causes Pollution Damage, or which creates
the Tﬂreat of an escape or discharge of 0il.

"Threat of an escape or discharge of 0il" means a grave and
imminent danger of the escape or discharge of 0il from a Tanker
which, if it 6ccurred, would create a serious danger of Pollu -
tion Damage, whether or not an escape or discharge in fact sub-
sequently occurs.

"Threat Removal Measures" means reasonable measures taken by any
Person after an Incident has occurred for the purposes of rewov-
ing the threat of an escape or discharge of 0il.

“"Liability Convention" means the International Convention on
Civil Liability for 0il Pollution Damage, 1969, which entered
into force on June 19, 1975, including legislation and regula -
tions implementing the provisions hereof which are enacted from
time to time by any Contracting State thereunder.

A Tanker's "Tonnage" shall be the net tonnage of the Tanker with
the addition of the amount QGducted from the gross tonnage on
account of engine room space for the purpose of ascertaining the
net tonnage. In the case of a Tanker for which this Tonnage cainot
be ascertained, the Tanker's Tonnage shall be deemed to be 40
per cent, of the we&qht in tons .of 2,240 lbs.‘of 0il which the
Tanker is capable of cérrying. ‘

The "Federation" means The International Tanker Owners Pollution
Federation LImited, a Company limited by guarantee and formed
pursuant to the laws of England for the purpose of administering
this Agreement.

"Cost" or "Costs" means reasonable cost or costs, respectively.

IT. General Conditions

(a)
annexed

*o this

(B)
(1)

Upon acceptance by the Federation of an application in the form
hereto as Exhibit "A" any Owner in the world shall become a Party

Agreement and a member of the Federation.

Each Party shall

make the terms of this Agreement applicable to all Tankers of
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1s or becomes Owner;

ancial capability to

gsatisfaction of the

o whifiish and maintain his fin
("bbligations under this Agrecment to the

rederation;

3 ) il
of all valid claims against his

(3) dispose him arising under
ptly as is practicable;

Agreement as prom .
subject to the Articlas

(4) become a member of the Feseraztion and,
of Association of the Federation, remain a member thereof 50

s to be a Party hereto;

long as he continue
articles of Association of b

(5) abide by the Memorandum and

tion and all rules and directives of the Federation; and

ations under this Agrecument.

Federa

(6) fulfil all his other oblig

III Duration and Coverage

(A) This Agreement may he terminated by Special Resulation adoptgd
at an Extraordinary General Meeting of the members of the Federation
Association

convened and conducted in accordanLL with the Artxcles of

of the Federation upon a poll vote in which at least 75 per cent. of the
votes cast are in favour of said Resulut;onz

(i) upon June 1, 1981 or any successive anniversary of that date,or

(ii) at any after June 1, 1981 provided that the Board of Directors

of Lhe Federation has previously determined that the Lianility

Convention is sufficiently widespread in application.

(B) A Party may withdraw from this Agreement on June 1, 1981 or on
any successive anniversaiy of that date by giving at least six mont hs
prior written notice of withdrawal to the Federation, or in accordance
with Clause X.

{(C) The withdrawal of a party from this Agreecment under this Clause

III, or under Clause X, ox termination of this Agreement by the Parties

shall not affect any rights and obligations of any then accrued under

this Agreement.

(D) Upon termination of this Agrecement shall continue in existence

for such reasonable period as is necessary to wind up its affairs.




Iv. Liability

(A) Subject to the terms and conditions of this Agreement, the Par-
ticipating Owner of a Tanker involved in an Incident agrees to asswne
liability for pollution Damege caused by 011 which has ebcaped or which
has been dischargelfrom the Tanker, and the cost of threat Removal

easures takcen as a resnlt of the incident,

() b Viarad bavp Lout PRE I RPN TP R NETILO B tpr Fret Vs gnl g, b

Relo/al Mealurei T TI TET  CU  T P b dwnd

(a) caused Pollution Damage anywhere in the world for any patt ok
which liability is imposed under the terms of the Liability Con-
vention, or _

(b) resulted from an act of war, hostilities, civil war,insurrection
of natural phenomenon of an exceptional, Inevitable or irresis-
table character, or

(c) was wholly caused by an let or omission done with intent to cause
damage, by a third person, Or

(d) was wholly caused by the negligence or other wrongful act of any
Government or other authority responsible for the maintenance of

lights or other navigational aids in the exercise of that function.

(C) If Pollution Damage of the c:chumstances wtuch gave rise tollreat
Removal Measures resulted wholly or partially fron the negligence of the
. person who sustained the pollution Damage OY who took the Threat emoval
Measures, the Participating Owner shall be exonerated wholly or partially

from any liability he would otherwise have to such Person.
1

v. Liability for Pollution Damage wWwhere Two or More Tankers areg Involved

when 0il has escaped or been discharged from two of more Tankers of

Participating Owners and causes Pollution Damage, the Participating

Owners concerned, except as exonerated by reason of Clause 1V, shall be

jointly and severally liable for all such Damage which is not reasonahly

separable.

vI. Preventive Measures and Threat Removal Measures by the participating

Owner.




j( Incident s_ha 11 ¢

A Participating Owner of a Tanker involved in an s 4

exercise his best efforts to take such Preventive Measures and Threat

Removal Measures as are practicable and appropriate under the circums -

tances. The taking of such Measures shall not constitute an admission of
liability.

Each Participating Owner shall, in connection with the establishing

and maintaining of financial capability, make appropriate provision for

reimbursement of the cost of such Measures.

VII. Limits of Liability

(A) The maximum liability under this Agreement of a Participating
Owner in respect of any one Incident shall be One Hundred and Sixty U.S.
Dollars (U.S. § 160.00) per ton of each of his Tankers involved in the
Incident, or Sixteen Million, Eight Hundred Thousand U.S. Dollars

(u.s. $ 16,800,000.00). Whichever is less.

(B) When the aggregate of the established cléims hereunder exceceds
‘the limits specified in Paragraph (4) above, the Participating Owner
shall pay that portion of each of the established claims, as the maximum
liability calculated in accordance with paragraph (A) abo#e, bears to

the aggregate of established claims.

(C) If before the Participating Owner has satisfied in full his lia-
bility under this Agreement, he or any Person providing him insurance or
other financial security has as a result of the Incident in question paid
compensation for Pollution Damage or the costs of Threat Removal Measures,
such Person shall, up to the amount he has paid, acquire by subrogation
the rights which the Person so compensated would have enjoyed under this

Agreement.

(D) When a Participating Owner established that he may be compelled
to pay at a later date in whole or in part any amount of compensation
pursuant to the terms of this Ahreement, with regard to which he would
have enjoyed a right of subrogation under Paragraph (C) of this Clause,
he may set aside a sufficiené sum provisionally to enable him at a later

date tq make appropriate payment, while at the same time satisfying the
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r this Agreement.
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of a partieipating

ini ent
(E) For the purpose of determining the ext

v under this Agrecment,

claims in respect of Preventbive

Owner = 1iabi. 1.|.L j . . '
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, voluntarily taking Threat Removal Measures,

by the participating Owner 11 Nk ..
shall be treated as if they were claims by Persons other th

iabili i selt forth:
pating Owner in determining Owner's liability up to the limits scb [C

in Paragraph (A).

VIII. Procedure and Miscellaneous °

(B) In the event of the escape oOr discharge of 01% from the Tanker
of a Participating Owner or the Threat thereof, the Participating Owner
shall notify the Federation and shall advise the Federation of the
Preventive Measures and Threat Removal Measures (if any) he plans to teke

and whether any claims have been notified gnder this Agregment.

(B) The Parties hereto authorisé the Federation to exercise due
diligence to provide Persons concerned with the escape Br discharge or
the Threat therecoi, with a copy of this Agreement and conf%rmation that
the Owner was, at the time of such escape or discharge or Threat,a Par-

ticipating Owner.

(C) No liability shall arise under this Agreement unless written
notice of claim is received by the Participating Owner within one year

of the date of the incident.

(D) Persons wmaking claims hereunder may, in the event of a dispute
with a Participating Owner concerning same, commence arbitration|rocced-
iqgs + in accordance with Paragraph (1) hereof, within two years of the
date of the incident, and these proceedings shall be the exclusive means
for enforcing a Participating Owner's liability hereunder. Each Partici-
pating Owner by becoming a Party to this Agreement, and so long as he
remains bound hereby, shall be deemed irrevocable to have offered to any

such Person to submit all such disputes to arbitration as provided in
_said Paragraph (1).
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ot ' in writing, any payment:;‘1 to a Person by

ss otherwise agreed
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(El Ihi.s Agreumant does not create an rights a a.l.ns‘t the d

. i i ig t-o an
and the E‘aderatiﬁn Ehall have no llab) Iity hereunder or otherwlse y

Person.

(G) No rights or obligations created hereunder or connected herewith

may be assigned or transferred.

(H) Except as provided by Clause V, no Participating Owner shall be
liable under this Agreement in respect of an escape Or discharge of 0Oil

or the Threat thereof from the Tanker of another Participating Owner.

(1) All claims by any Person or Persons under this Agreement shall,
if not otherwise disposed of, be finally settled under the rules of con-
ciliation and arbitration of the International Chamber of Commerce by
one or more arbitrators appointed in accordance with said reles. In any
such proceeding the Person allegedly having the claim shall have the
burden of proving that 0il discharged from the Tanker caused him Pollu-
tion Damage or that the Threat thereof necessitated his taking Threat
Re.mov‘al Measures.

(J) No payment made hereunder shall be deemed (i) an admission of ,
or evidence os liability on the part of thé Participating Owner in any
other claimant, or (ii) submission to any jurisdiction on the part of

the Participating Owner for any purpose whatsoever, other than as pro -
vided in this Clause VIII.

(K) Nothing in this Agreoment shall prejudice the right of recocurse

of a Participating Owner against third persond or vessels,

IX. Interpretation .

The Federation shall have the right to make rules and directives
from time to time with respect to the fntarpratation and administreatisn

cf tris hkireenent.




X. Amandments ] - "L”mgi

This Agreement may be amended by Special Resolution adopted at an
Extraordinary General Meeting of the members of the Federation convened
and conducted in accordance with the Articles of Association of the
Federation upon a poll vote in which at least 75 per cent. of the votes
cast are:in favour of said Resolution. A Party who votes against such
Resolution shall thereupon have the option, to be exercised by written
notice served upon the Federation within sixty days of said’ Special
Resolution, to withdraw from this Agreement, without, however,affecting

his rights and liabilities accured at the time qf his withdrawal.

XxI. Law Governing

This Agreement shall be governed by the laws of England. llowever
anything herein to the contrary notwithstanding, a Participating Owner

shall not be required :

(a) To incur any obligation or take any action, with respect to any
Incident in which his Tanker is involved, which would violate

the laws or government regulatiéns'of the flag State of the

Tanker, or

.

(b) To incur any obligation or take any action which would, £ &
majority of the stock of the Participating Owner, directly or
indirectly by another corporation, partnership or individual ,

violate any laws or government regulations which may apply to

- said other corporation, partnership of individual.

P
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